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ABSTRAK

Secara konseptual Islam merupakan agama yang multicimensional
yang di dalamnya mengatur dasar-dasar pokok bagi semua aspek kehidupan
manusia. Bersamaan dengan fenomena semakin bergairahnya masyarakat Islam
kembali ke ajaran agama, banyak bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha
menerapkan prinsip-prinsip Islam, terutama lembaga keuangan seperti perbankan,
asuransi dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Baitul maal wattamwil pada
dasamya adalah pengembangan konsep sistermn ekonomi Islam terutama keuangan
yang diithami baitul maal pada masa Nabi SAW. Dari data yang ada di Pusat
Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK) Pusat pada tahun 1997 jurlah BMT
mencapai 1.501 buab. Jurnlah ini meningkat paca tahun 2001 yang mencapai
2.938 BMT yang terdaftar. Dari jumlah itu, yang melaporkan kegiatannya
mencapai 1.828 BMT. Di Jawa Tengah berdasarkan data PINBUK Jawa Tengah
terdapat 262 BMT. Dengan jumlah yang demikian besar status hukum BMT
menjadi suatu hal yang sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan
melindungi kepentingan masyarakat. Karenanya tesis ini dibuat dengan rumusan
judul “Eksistensi Baitul Maal wat Tamwil dan Permasalahan Dalam
Operasionalisasi (Studi Di Propinsi Jawa Tengah)”.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin memahami dan mengkaji
eksistensi BMT dalam peraturan perundang-undangan yang ada dan faktor-faktor
apa yang menghambat operasionalisasi BMT.

Penelitian ini menggmunakan pendekatan normative dan empiris dengan
menggunakan paradigma yang bersi{at kualitatif-induktif-fenomenologis. Jenis
dan sumber data yang dipergumakan dalarn tesis ini adalah data primer yang
diperoleh dari lapangan dan #fata sckunder sebagai data pendukungnya. Dalam
menganalisis data menggunakan analisis kualitatif deugan mengikuti langkah-
langkah; reduksi data, display data dan mengamt il kesimpulan dan verifikasi.

Dari hasil penelitian mepunjukkan bahwa cksistensi BMT belum
tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Keberadaannya hanya
berbentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang dibina oleh LPSM
(Lembaga Pengembangan Swadaya Magdyarakat) yang diprakarsai oleh BI dalam .
PHBI (Proyek Hubungan Bank Indonesia dan Kelompok Swadaya Masyarakat).
Kalau dalam perkembangannya BMT mampu m#ghimpun dana dalam jumlah
besar keberadaannya dapat berbadan hukum Koperasi Serba Usaha (KSU) atau
Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Dalam operasionalisasinya ditemukan bahwa
terdapat beberapa faktor yang menghambat operasionalisasi BMT secara garis
besar disebabkan karena belum dipaheminya konsep-konsep ekonomi Islam
sebagaimana mestinya dan juga disebabkan karena belum adanya peraturan yang
secara khusus mengatur keberadaan BMT itu sendiri, sehingga sebagian orang
ragun untuk menitipkan dananya di BMT. Berdasatkan hasil penelitian tersebut
maka dapat disarankan agar pemerintah segera membuat peraturan perundang-
undangan yang secara khusus mengatur keberadaan BMT disamping pendidikan
dan pelatihan bagi para pengelola BMT perlu ditingkatkan untuk mewujudkan
pengelolaan BMT yang baik sesuai dengan prinsip ekoporui Islam.



ABSTRACT

In conceptual, Islam is a multi ditensional religion that contains principle
basics for all human life aspects. At the same time as the Moslem community are
getting more spirit to get back to religion teaciing, there are so many economic
institution that try to apply Islamic principles, especially financial institution such
as banking, insurance, and Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Baitul Maal Wat
Tamwil, basically, is the development of Islam economic concept in finance that
is inspired by baitul maal in Prophet Mohammed SAW era. From the existing data
at the Incubation Center of Small Business (PINBUK) in head office in 1997, the
number of BMT was 1.501 BMTs. This number was increased in 2001 that
reached to 2.938-registered BMTs. From that oumber, the ones reported their
activity were 1.828 BMTs. In Central Java, based on the data of PINBUK Central
Java, there are 262 BMTs. Because the number’s been so big, the legal status of
BMT becomes a very important thing to give legal assurance and to protecy
community interest. That’s why this thesis was made by the title of “the Existence
of Baitul Maal wat Tamwil and the Problems in Operational (a study in Central
Java Province)”

Based on the explanauon above the writer wants to understand and to
study the existence of BMT in existing regulations and what factors that obstruct
the operation of BMT.

This research used normative and emipiric approach by using qualitative-
inductive-phenomenological paradigm. The kinds and sources of data used in this
thesis were primary data that was obtained irom the spot and secondary data as
the supporting data. In analyzing the data, he applied qualitative analysis by
following steps, data reduction, data display, and making conclusion and
verification.

From the research results indicated that the existence of BMT was not

- reflected in the existing regulations. The existence was just in a forin of KSM

(Community Self-Supporting Group) guided by LPSM (the Institute of
Community Self-Supporting Development) pioneered by BI (Bank of Indonesia)
in PHBI (the Project of Bank of Indonesia Relationship and Cornmunity Self
Supporting Group). If BMT was able to collect finds in big amount, in the
development, the existence could be in. legal institution of Multi Business
Cooperat1on (KSU) or there were several ‘factors that obstruct the operation of
BMT in general was caused because the concept of Islamic economy was not
understood yet properly and it was also caused because there were no regulations
that ruled the existence of BMT in special. So that, some people were hesitate to
save their money in BMT. Based on the research resu]t so it can be suggested for
the govemnment to make special regulations that rules the existence of BMT
beside education and training for the managers of BMT to Increase their skill, to
realize the BMT management that is according to Islamic economy principles.
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BABI
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ekonomi merupakan bidang kehidupan yang mempunyai energi yang
paling banyak jika dibandingkan dengan bidang-bidang yang lain. Begitu
kuatnya energi ekonomi yarig ada pada manusia, maka kepentingan-
kepentingan manusia menjadi dominan. Jika manusia sudah didominasi oleh
kepentingan ekonomi timbullah prinsip menghalaikan segala cara.

Islam sebagai pedoman hiduI; .m_anusia tidak hanya mengatur ibadah
ritual saja, tetapi merupakan aturan lengkap yang mencakup aturan ekonomi.!
Elonomi begitu penting bagi manusia schinzga tidak bisa lepas dari
kehidupannya, oleh karena itu, Allah SWT tidaklah mungkin tidak mengatur
hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi. Sebagai contoh adalah apa yang
difirmankan Allah SWT dalam Surat Al-Bagarah : 282 yang mengatur cukup
rinci tentang aturan muamalah diantara manusia.

Agama sebagai suatu lembaga didalamnya terdapat nilai-nilai dan
sistem aturan yang mempunyai fungsi untuk mempertahankan cksistensinya,
yang disebut dengan pranata. Pranata adalah sistem tata nilai yang berwujud

norma, yang mempunyai sifat dan fungsi mengatur’ Islam memberikan

! Hertanto Widodo, Ak dkk., 1999, Fanduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil
(BMT), Mizan, Bandung, hal. 43

2 Burhanuddin H., Aspek Hukum Penggunaan Pranata-Pranatc Ekonomi Islam, Makalah
Dalam Seminar * Peran Lembaga Keunangan Syari’ch Dalam Pembangunan Ekonomi Kerakyatan
Di Era Otonomi Daerak “ . Boyolali 15 Juni 2003




prinsip-prinsip pokok dalam bidang. ckononii untuk digunakan sebagai
patokan dalam kehidupan perékonomian manusia, diberikannya hanya prinsip-
prinSip pokok ini karena Istam melihat persoalan ekonomi terus berevolusi
dengan keadaan yang tidak dapat diselesaikan langsung secara tuntas.
Persoalan-persoalan ekonomi_ jangkauannya sangat jauh meﬁyangkﬁt
kehidupan sosial. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Hadist tidak memberikan
bentuk-bentuk kelembagaan ekonomi secara keharusan tetapi memberikan
prinsip-prinsip pokok. Islam hany;; menyeleksi apa yang baik dan
menguntungkan Bagi'manusia dan apa yang buruk dan merugikan manusia.
Dengan syarat tidak bertentangan dengar. Al-Qur'an dan Hadist terbuka
peluang untuk mencari gagasz'm dan konsep ekonomi, baik dari bangsa Barat
maupun Timur, asalkan bajk dan menguntungkan bagi manusia sécara
individual maupun sosial. Sebaliiknya meskipun gagasan dan konsep berasal
dari orang yang mengaku beragama Islam tetapi hanya menguntungkan secdra
individual dan merugikan secara sog;ial tetap tidak diperbolehkan.

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan
kehidupan. Disamping; juga merupakan anjuran yang memiliki dimen:si
ibadah. Aktivitas ekonomi dalam pandangan Islam bertujuan untuk :

1. Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana ;
2. Memenuhi kebutuhan keluarga ;
3. Memenuhi kebutuhan jangka panjang ;

4. Menyediakan kebutuhan keluarga yeng ditinggalkan ;



5. Memberikan bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah.>

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan, memberi
pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual-materialisme, individual-
sosial, jasmani-rohani, duniawi-ukhrawi muaranya hidup dalam keseimbar‘:gan
dan kesebandingan. Délarn k@giatan ekonomi, Islam memberikan pedoman
atau aturan-aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Iial
ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan
perckonomian di kemudian hari karena syari'ah Islam tidak terbatas pada
ruang dan waktu.*

Dalam sejarah peronomian Islam, praktek kebebasan ekonomi yang
dipraktekkan Nabi mengarahkan perekonomian pada mekaﬁisme pasar yang
terbuka. Artinya perekonomian di dalam Islam didasari keréngka kebebasan
dan keterbukaan. Namun bukan berarti perekonomian Islam didasarkan pada
persaingan bebas mutlak. Tetapi kerangka kebebasan dalam perekonomian
Islam lebih di_tujukan kepada sistern kerja sama dibandingkan dengan
persaingan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa praktek dagang yang diadopsi
oleh ajaran Islam dari tradisi-tradiﬁ sebelumnya dengan penckanan aspek
sosial. Praktek ekonomi dalam réngka kerjasama untuk mencari keuntungan
yang paling tua dalam sejarah perekonomian Islam adalah apa yang disebut
dengan mudharabah dan musyarokah. Pranata ekonomi inilah yang menjadi

dasar perekonomian dalam sejarah perckonomian Islam dalam semua aspek

3 Muhammad Nejatullah  Ash-Shiddiqi, 1991, Kegiatan Ekonomi Dalam Islam, Burpi

Aksara, Jakarta, hal. 15 .

4 Suhrawardi K. Lubis, 2000, Hukim Ekonomi Islam, Sinar Gralika, Jakarta, hal. 3-4



yang berkaitan dengan modal, htenaga, pikiran, tanah, dan sumber daya
ekonomi lainnya.,

Secara umum dalam perekonomiar: Islam terbentuk dalam dua pola
besar, yaitu kerja sama dan juall beli. Dari kedua lembaga ini terlihat-sikap
individualis dan kosep sosial, yang dalam Islam merupakan dua faktor yang
dipadvkan secara harmonis, sehingga semua pekerjaan yang mempunyai
kegunaan secara individual didorong juga mempunyai kegunaan bagi orang
lain. Dengan melihat ini pranafé perckonomian Islam merupakan alternatif
menarik dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi di Indonesia,
dengan berpijak pada pijakan sosio ekonomi keagamaan.

Pijakan sosio ekonomi didasari oleh suatu kenyataan bahwa kerusuhan
massal pada tahun 1997 secéra langsung atau tidak langsung adalah akibat
jauh dari kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin. ‘Jumlah
penduduk yang berada dalam g.ar.is kemiskinan sedemikian banyak, kekayaan
bangsa Indonesia hanya dikuasai oleh segelintir manusia. Pijakan keagam‘aan
diadasari oleh realitas kehidupan berbangsa dan bernegara yang mayoritas
penduduknya beragama Islam. Séce_lra. kenseptual ‘Islam merupakan agama
yang multidimensional yang di dalemnya mengatur dasar-dasar pokok bagi
semua aspek kehidupan manusia. Muiai hubungan antar individual, hubungan
individual dengan Allah dan hubungan individual dengan lingkungannya.

Bersamaan dengan fenomena semakin bergairahnya masyarakat untuk
kembali ke ajaran agama, banyak bermunculan lembaga ekonomi yang

berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam, terutama lembaga keuangan



seperti perbankan, asuransi dan tidak Ketinggalan pula sebuah lembaga yang
menamakan dirinya dengan‘ Baitul Mal Wattamwil (BMT). Kelahiran
lembaga-lembaga itu tidak lepas dari upaya untuk menggalang dana
masyarakat yang selaras dengan oricntasi nilai yang tumbuh dalam
masyarakat Islam. Islam melarang praktek muamalah yang mengandung dan
menimbulkan riba, sehingga didirik;mlah lembaga-lembaga ekonomi yang
sesuai dengan prinsip dasar ajarén Islam.

Di Indonesia perkembangan lembaga keuangan yang menggunakan
prinsip-prinsip Islam (syari’ak) ferutama ide untuk memunculkan bank
syari’ah sebagai pilar ekonomi Islam diawali dengan adanya diskusi yang
dilakukan oleh para tokoh ekonomi Islam pada awal 1980-an. Pare tokoh yang
terlibat diantaranya adalah M. Dawam Rahardjo, M. Amien Azies, AM
Saefuddin Karnaen A. Perwataatmadja.dan lain-lain. Beberapa uji coba pada
skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya adalah berdirinya
Baituttamwil Salman di Bandung yang sempat tumbuh mengesankan dengan
perkembangan asetnya bisa mehcapzlai 1,3 milyar meskipun pada kenyataannya
tumbang. Di Jakarta juga dibentuk lernbaga serupa dalam bentuk koperasi,
vaitu Koperasi Ridlo Gusti pada tahun 1988, namun tidak sempat
berkembang.

Di awal tahun 1990-an di Jawa Barat muncul Bank Perkreditan Rakyat
Syari’ah (BPRS), yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah Dana Mardhatillah
di Bandung, BPRS Berkah Amal Sejahltera di Padalarang, serta BPRS

Amanah Robbaniyyah di Bandung. Ketiganya merupakan Bank Islam pertima



yang berbentuk BPRS yang telah mendapat izin prinsip dan sekaligus izin
usaha dari Menteri Keuangan berkat technical assistence dari Bank Bukopin
Cabang Bandung. Karena sesuai dengan:UU Perbankan keberadaan lembaga-
lembaga keuangan harus melalui izin dari Menteri Keuangan.

Pada tahunl 1990-an itu juga MUI menggelar lokakarya * Bank dan
Bunga Bank ”. Dalam lokakarya itu muncul gagasan untuk mendirikan bank
Islam umum. Yang menjadi soal pada saat itu adalah. Bank Indoriesia belum
membuat aturan tentang bank syari’ah yang menggunakan sistem bagi hasil
itu, namun mengingat harapan yan;g terus membesar untuk berdirinya bank
syaﬁ’ah umum lebih-lebih didukung oleh rekomendasi MUI, secara khusus
Presiden RI pada saat itu, mendukung didirikannya bank syari’ah umum
tersebut.

Pada tanggal 1 Nopember 1991 ditandatanganilah akte pendirian PT.
Bank Muamalat Indonesia yang pada saat ditandatanganinya akte pendirian
telah terkumpul komitmen pembélian saham sebanyak Rp 84 milyar.
Kemudian pada saat silaturral’uni‘ dengan Presiden total komitmen modal
disetor menjadi Rp. 106.126.382;000,00. Dengan modal sebesar itu secara
resmi Bank Muamalat Indonesia miulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.

Pada aWal pendirian Bank Pﬂda;n;ilat Indonesia, keberadaan‘ bank
syari’ah belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan i'r_ldustri
perbankan nasional. Landasan hukum operusi bank yang menggunakan sistem
syari’ah hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”, tida;c

terdapat rincian landasan hukum syari’ch serta jenis-jenis usaha yang



diperbolehkan. Hal ini tercermin dalam UU Nc. 7 tahun 1992 tentang
Perbankan, yang menempatkan ﬁcmbahasan perbankan dengan sistem bagi
hasil seakan “sisipan” belaka.’

Dalam UU. No. 7 tahun 1992 pasal 13 (c) disebutkan bahwa salah satu
usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyediakan pembiayaan bagi nasabah
berdasarkan prinsip bagi hasél sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam
peraturan pemerintah.. Ini adalah saw-satunya pasal yang menyebutkan
tentang diperbolehkannya BPR menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip
bagi hasil. Menanggapi pasal tersebut, pemerintah pada tanggal 30 Oktober
1992 mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 tentang
Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil yang di syahkan pada tanggal 30
Oktober 1992 dan diundangkan dalam lembaran negara No. 119 taliun 1992.

Secara tegas hal itu disebutkan dalam ketentuan pasal 6 PP No. 72
tahun 1992 yang berbunyi : |

a. Bank umum atau bank'perkreditan réKyat yang Keglatan usanauya

semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan
melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi
hasil;

b. Bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya
tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan
melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil ;

Dalam menjalankan perannya bank syari’ah berdasarkan pada UU.
Perbankan No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankkan dengan mendasarkan pada

prinsip bagi hasil yang kemudian dijabarkan dalam Surat Edaran Bank

¥ Muhammad Syafi’i Antonio, 2001, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, Gema Insani

Press Jakarta, hal. 27



Indonesia No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993 yang pada pokoknya

menetapkan bahwa :

I. Bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah bank nmum dan bank
perkreditan rakyat yang melakukan usaha semata-mata berdasarkan
prinsip bagi hasil ;

2. Prinsip bagi hasnl yang dimaksud adalah prinsip bagi hasil yang
berdasarkan syari’ah ;

3. Bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil harus mempunyai Dewan
Pengawas Syari’ah ;

4., Bank umum atau bark perkredltan rakyat yang kegiatan usahanya
semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan
melakukan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil dan
begitu pula sebaliknya.

Setelah kelahiran Bank Muamalat Indonesia dan BPRS di Indor.esia,
karena kednanya dianggap belum sanggup menjangkau masyarakat Is]a}n
lapisan bawah, maka dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam yang
disebut BMT (Baitul Maal Wartamwil) pada bulan Juli 1992, yanz diawali
dengan munculnya BMT Bina Insan Karail di Jakarta. Lembaga keuangan
nonperbankan ini mengenalkan konsep bagi hasil dalam bentuk mudharabah,
murabahah, musyarakah, dan baz’l " bitsaman Ajil °,

Disamping itu juga mengenalkan konsep gordhul hasan, yaitu

pinjaman tanpa beban apapun sepcrii bunga bagi hasil. Modal pinjaman itu

dapat dikembalikan secara angsuran sesuai dengan kemampuan yang

¢ Mudharabah adalah suatu akad (kontrak) yang emuat penyerahan modal khusus atau
semakna nya tertentu dalam jumlah, jenis, dan karakter (sifat) dari orang yang diperbolehkan
mengelola harta kepada orang lain yang berakal, dewasa, dan bijaksana yang ia pergunakan untok
berdagang dengan mendapatkan bagian tertentu duri  keuntungannya menurut nisbah
pembagiannya dalam kesepakatan. Murabahah yaitu jual beli suatu barang dengan pembayaran
yang ditangguhkan. Maksudnya pembeli baru membayar pida waktu jatuh tempo dengan harga
jual sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Musyarakah berarti
keikutsertaan dua pihak atau lebih dalam suatu usana dengan menyet takan sejunlah modal dengan’
pembagian keuntungan sesuai kesepakatan bersamu. Jika mengalami kerugian masing-masing
hanya menanggung sebatas modal yang ditanamkan. Sementara bai* bit saman Ajil adalah jual beli
barang dengan pembayaran cicilan. Harga jual adalah harga pokok ditambah keuntungan yang
disepakati.



disepakati. BMT menjadi salah satu alt:rnatif bagi para pencari modal usaha
khususnya pengusaha kecil dan mikro (UKM). Berkembangnya lembaga-
lembaga yang menerapkan prinsip Islam, khususnya munculnya BMT sangat
bermanfaat untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat.

Istilah Baitul Mal wat Tamwil berasz] dari bahasa Arab yang disingkat
BMT dan dapat dipilah menjadi dua kata, Baitul Mal dan Baitul Tamwil.
Baitul Mal menurut fungsinya bertugas untuk menghimpun, mengelola, dan
menyalurkan dana zakat infak dan sedekah (ZIS) yang menitikberatkan pada
aspek sosial dan menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanahnya.
Sementara Baitul Tamwil merupakan lembaga komersial dengan pendanaan
dari pihak ketiga, bisa berupa pinjaman atau investasi untuk mengembangkan
usaha-usaha produktif dalam meningkatkan kualitas kegiatan ckonomi
pengusaha yang dijalankan berdasarkan prinsip syari at.

Kalau pada tahun 1992 muncul BMT di Jakarta, pada tahun 1993
muncul lembaga kemanusiaan Dompet Dhuafa Republika (DD) yang
menghimpun dana sumbangan berupa ZIS dari para pembacanya. Pada
perjalanannya lembaga ini kemudian menjadi lembaga pemberdayaan karena
mengedepankan visi pengembangari ekonomi. Setefah melihat konsep BMT
Bina Insan Kamil Jakarta, DD juga ikut mengembangkannya dengan
mengadakan pelatihan, sehingga pada tahun 1995 telah tumbuh sekitar 60-an
BMT di lingkungan DD. Untuk lmenjaga agar BMT dapat berfungsi dengan
baik DI mengadakan pembinaan terhadap BMT yang telah ada. Pembinaan

ini perlu karena konsep BMT pada saat itu belum teruji, baik dikalangan
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pengelola sendiri maupun dikalangan masyarakat. Dalam rangka pembinaan
ini DD menerapkan konsep triangle yang membagi fungsi simpanan dan
fungsi usaha riil ke dalam naungan baituttarnwil, sedangkan fungsi sosialnya

dijalankan oleh baitul mal.

B. PERUMUSAN MASALAH

Baitul Mal Wattamwil (BMT) pada dasamya adalah merupakan
pengembangan dari konsep sistem ekonomi Islam terutama dalam bidang
keuangan yang diilhami oleh adanya baitul mal pada masa Rasululiah SAW.
Pada masa Rasul baitul mal menjadi lembaga penghimpun keuangan negara
Islam yang dananya berasal dari hasil rampasan perang, zakat dan upeti yang
diambil dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Setiap sumber keuangan itu
masuk pada negara, dan harta itu disalurkan pada posnya.

Seiring dengan perkembangan Islam, pada masa Umar dibentuk baitul
mal dan kantor (diwan) yang sudah mulai tertata dengan baik. Lembaga baitul
mal menjadi lembaga keuangan negara yang kegiatannya mengelola dana
untuk kepentingan negara, kebaikan Islam dan kaum muslimin, serta
memberikan dana untuk tentara guna menyebarkan dakwah dan memperiuas
l‘;ekuasaaln.'ir

Pada perkembangannya baitul mal menjadi lembaga keuangan yang
mengelola dana yang bersifa nirlaba (sosial). Sumber dananya dipcroleh dari

zakat, infak, dan sedekah, atau sumber lain yang halal. Kemudian dana

7 Qutb Ibrahim Muhammad, 2002, Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khaththab, (terjetﬁahan.
Ahmad Syarifuddin Shaleh, Pustaka Azzam Jakarta, hal. 23
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tersebut disalurkan pada mustahik yang berhak untuk kebaikan. Tetapi pada
kenyataannya, saat ini baitul mal menyatu pula dengan baituttamwil yéng
merupakan lembaga keuangan yang keciatannya menghimpun dan
menyalurkan dana dari masyarakat dan bersifat profit motive. Penghimpunan
dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiza dan penyalurannya dilakukan
dalam bentuk pembiayaan atau fnvestasi, yang dijalankan berdasarkan prinsip
syariat. Dengan demikian baitul mal menggabungkan dua kegiatan yang
berbeda sifatnya, laba dan nirfaba dalam satu ;embaga.

Keberadaan BMT khususnya di Indonesia diharapkan mempunyai
peran yang lebih aktif dalam memlﬁerbaiki kondisi ekonomi bangsa. Diantara
peran yang dapat dilakukan oleh BMT adalah : |
1. Menjauhkan masyarakat dari prakiek ekonomi non syari’ah. Akitif

melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem
ekonomi Islam ;

2. Melakukan pembinaan dan pendanalan usaha kecil. BMT harus bersikap
aktif menjalankan fingsi sebagai lembaga keuangan mikro, dengan jalan
pendampingan, pembinaan, penyuluhan, maupun pengawasan terhadap
usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum ;

3. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi merata. Fungsi
BMT langsung berhadapan dengan mésyarakat, oleh karena itu harus
pandai bersikap.

Dari data yang ada di Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK})

Pusat pada tahun 1997 jumtah BMT yang'ada di Indonesia berjumlah 1.501.
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Jumlah ini di satu pihak merupakan sesuatu yang dapat dijadikan modal untuk
perkembangan jaringan kelembagaan keuangan pengusaha kecil. Namun di
lain pihak jumlah itu hanya baru dapat melayani sebagian kecil pengusaha
mikro.

Ternyata keberadaan BMT dapat berkembang cukup pesat,
berdasarkan data sampai akhir tahun 2001 jumlflh BMT yang ada di Indonesia
menurut data Pinbuk ada 2.938 BMT yang ferdaﬂar dan 1.828 BMT yang
melaporkan kegiatannya. Dengan jumlah yang sedemikian besar itu status
hukum BMT menjadi suafu hal yang sangat penting untuk dipikirkan.

Dalam UU. No. 7 tahun 1992 pasal 26 disebutkan bahwa :

1. Barang siapa menghirmpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari
Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17, diancam
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling

banyak Rp. 10. 000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

2. Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh

badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan,
koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan
baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu
atau yang bertindak sebagal pimpinan calam perbuatan itu atau terhadap

A

kedua-duanya.
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Untuk memberikan kepastian hukum dan dalam mengantisipasi
kebutuhan masyarakat akan dana yang terus menurus meningkat setiap saat,
maka dirasakan perlu untuk mengetahui }-edudukan Baitu! Maal Wattamwil
dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Berdasarkan apa
yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah :

a. Bagaimanakah eksistensi Baitul Maal Wattamwil dalalm peraturan
perundang-undangan yang ada ?
b. Permasalahan apakah yang menghambat operasionalisasi Baitul Maal

Wattamwil ?

C. TUJUAN PENELITIAN
Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk :
1. Mengetahui dan mengkajy eksistensi Bagitul Maal Wattamwil dalam
peraturan perundang-undangan yang ada.
2. Mengetahui dan mengkaji masalah-masalah yang menghambat

- operasionalisasi Baitul Maal Wottamwil,

D. MANFAAT PENELITIAN
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk keperluan yang
bersifat teoritis terutama bagi kalangan akademisi dan berguna untuk

kepentingan bersifat praktis bagi para pelaku usaha.
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a. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan
sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan khuasusnya
dalam bidang hukum ekonomi Istam.
b. Secara Praktis
v' Memberikan bahan masukan bagi masyarakat dan pelaku usaha
tentang  kedududukan Baitul Mal Wattamwil dalam perundang-
undanagan yang berlaka.
v" Untuk mengetahui permasalahan-permasalahan apa vang muncul
dalam operarionalisasi Baitul Mal Wattamwil dalam prakteknya,
v" Memberikan masukan kepada pemerintah dan juga lembaga jegislatif
untuk  merumuskan peratu;'an perur;dang-undangan yang dapat

mengakomodasi keberadaan Baitul Mal Wattamwil.

E. TINJAUAN TEORITIS
Islam sebagai ajaran yang universal dan integral, telah mengatur
segala aspek kehidupan manusia baik di bidang sosial, budaya, politik, hukum,
pertahanan keafnanan maupun dibidang ekonomi dan keuangan. Dalam
bidang ekonomi, Islam mengajarkan beberapa prinsip yang harus dipegangi
oleh setiap pemeluknya. Bahkan pada pelaksanaannya tidak hanya para
pemeluknya saja yang mempraktekkan ekonomi Islam tetapi juga orang yang

di luar Islam.
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Fenomena yang menonjol pada saat ini berkaitan dengan pelaksanaan
prinsip ckonomi Islam adalah munculnya praktek perbankan yang
menggunakan prinsip syari’ah. Berbeda dengan prinsip yang dipakai oleh
perbankan yang selama ini dikenal, ];erbankan syari’ah dalam menjalanll(an

|
fungsinya sebagai lembaga keuangan menggunakan moral dan hukum agama
sebagai prioritas. Berkenaan dengan -prioritas;, Islam mengetengahkan konsep
keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum yang
bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist.

Ekonomi Islam memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari
sistem kapitalisme dan sostalisme. Ekonomi Islam mengembangkan konsep
keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum.
Disamping itu, ekonomi Islam juga merupakan bagian integral dari sistem
Islam, berbeda dengan konsep sistem ekonomi yang lain yang membedakan
antara kehidupan ekonomi dan agama.z

Sistem ckonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mandiri dan
terlepas dari sistem yang lainnya. Secara lcbih Juas diantara perbedaan antara
sistem ekonomi Islam dengan sistem yang lain adalah *:

1. Asumsi dasar/norma pokok ataupun aturan main dalam proses maupun
interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan. Dalam sistem ekonomi
Islam yang menjadi asumnsi dasarnya ialah “Syari’at Islam”. Syari’at Islam

tersebut diberlfakukan secara menyelurub, baik terhadap individu,

keluarga, kelompok masyarakat, usahawan, pengusaha atau pemerintah

Y

¥ Suroso Imam Djazuli dalam Achmad Ramzy Tadjoeddin, 1992, Berbagai Aspek Ekonomi

Islam,ed. M. Rusli Karim ,Yogyakarta, Tiara Wacana, hal. 39
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dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik untuk keperluan jasmani
maupun rohani.

2. Prinsip ekonomi Islam adalah penerapan efisiensi dan manfaat dengan
tetap menjaga kelestarian lingkungan alam;

3. Motif ekonomi Islam adalah untuk mencari “keberuntungan” di dunia dan
akhirat selaku khalifatullah dengan jalan beribadah dalam arti yang luas.

Perkembangan Istam yang begitu pesat baik di negara-negara muslim
maupun negara-negara Barat yang ron-muslim sekalipun menunjukkan
perkeml:;angan yang cukup pesat. Sejalan dengan perkembangan Islam
t;arsebut perkembangan sistem ekonomi dan keuangan Islam sudah
memperlihatkan tanda-tanda yang cukup menggembirakan. Hal ini dapat
dilihat dari berdirinya sejumiah lembéga perbankan yang beroperasi sesuai
sydri’at Islam di berbagai negara.

Di Indonesié perkembangan bank syari’ah  dalam:  kancah
perekonomian nasional sedikit banyak telah mengobati luka ummat Islam
yang sudah iama menantikan kehadiran bank yang beroperasi sesuai dengan
syari’at Islam yang bebas dari bunga yang dikutuk oleh Allah yang merﬁpakan
keyakinan dari ummat Islam di Indonesia, sehingga mereka tidak mau
berhubungan dengan lembaga perbankan yang mempraktekan riba.

Selanjutnya dalam prakteknya selain berdirinya lembaga keuangan
bank yang beroperasi sesuai dengan syari’at Islam, dalam prakteknya juga
tumbuh lembaga ekonomi atau kevangaa syari’ah non perbankan. yang

sifatnya informal disebut dengan Baitul Maal Wattamwil. Baitul Maal

)
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Wattamwil adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-
mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembingakan usaha-usaha produktif
dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil
bawah dan kecil dengan antara la‘in mendorong kegiatan menabung dan
menunjang pembiayaan kegiatan ckonominya. Selain iﬁ, Baitul Maal
Wattamwil juga menerima titipan zukat, infak dan sedckah serta
menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.”

1 Baitul Maal Wattamwil™® adalah lembaga ekonomi atau keuangan
syari’ah non-perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena

lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) vang

berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal
lainnya. Dari pengertian itu dépat dipahami bahwa pola pengemban_g?n
institusi keuangan ini diadopsi dari bayt al-mal yang pernah dan sempat
tumbuh dan berkembang péda masa Nabi SAW dan Khulafa ar-Rasyidin.

Oleh karena itu, keberadaan Baitul Maal Wattamwil selain bisa dianggap

sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infaq dan
‘ ' . shaddgah juga bisa dianggap sebagai in.:stitwsi vang bergerak di bidang
investasi yang bersifat produktif seperti layaknya bank.

Oleh karena itu selain berfungsi sebagai lembaga keuangan Baitu/
Maal Wattamwil juga berfungsi sebagai iembaga ekonomi. Sebagai lembaga

keuangan ia berfungsi menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) dan

® Pinbuk, Pedoman Cara Pembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu, DPinbuk,

Jakarta, hal. 1
“ H.A. Djazuli & Yadi Janwati, 2002, Lembuga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah

Pengenalan), Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 183-184
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menyalurkan dana kepada masyara_kat (anggota BMT). Sebagai lembaga
ekonomi ia juga berhak melakukan kegiutan ekonomi, seperti perdagangan,
industri dan pertanian. Atas landasen pengertian itu, maka Baitul Maal
Wattamwil memiliki ciri-ciri utama sebagai berikut :"'
1. Beroientasi bisnis, menca.ri laba bersama, meningkatkan pemanfaatan
ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
2. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan
penggunaan zakat, infak dan sedekzah bagi kesejahteraan orang banyak.
3. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di
sekitarnya.
4. Milik bersgma masyarakat kecil bawah dan kecil dari lingkungan BMT itu
sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu.
Selanjutnya dalam menjalankan usahanya Baitwl Maal Wattamwil
(BMT) tidak jauh dengan BPR Syari'ah. yakni menggunakan prinsip :*>
I, Prinsip Bagi Hasil
Dengan prinsip ini ada pembagian. hasil dari pemberi pinjaman dengan
Baitul Maal Wattamwil (BMT).
v AL Mudharabah
Mudharabah diartikan sebégai suatu bentuk kemitraan, dimana
di satu pihak akan menyediakan dana saja (shahibul-mul), sedangkan
A di pihak lain akan melakukan pengelolaan usaha (mudharib). Dalam

kemitraan ini bila untung, maka keuntungan akan dibagi sesuai dengan

! Ibzd hal. 184
% Heri Sudarsono, 2003, Bank dan Lembaga Aeuangan Syari'ah (Deskripsi dan Hustrasi),

Ekon151a, FE-UTI, Yogyakarta, hal. 89-90
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ratio laba yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan bila terjadi
kerugian imbalan dan kete?ainpilan manaajerial (managerial skill)
yang diberikan kepadanya.

Keberadaan Al-Mudharabah didasarkan pada :
a. Al-Quran Surat Al-Muzammil (73] ayat 20 yang artinya :

. LION SeDAgian aari mereka Orang-ovang Yang oerjaian ai
muka bumi mencari sehagian karunia Allah SWT”

b. Hadist Rasulullah SAW, yang berbunyi :

pirwayalkan  Oten  IDRU  ADDAS, DARWASANAYa  Sayyiaing
Abbas, jikalau memberikan dana kepada mitra usahanya
secara muanarapan 1a Mensyaralkan agar aananya naak
dibawa mengarungi lantan, menuruni lembah yang berbahaya,
arau  membell lernax yarg Derparu-pary 0asah. Jikalau
menyalahi peraturan, maka yang bersngkutan bertanggung
jawap aras dana IersebDul. LISAMPAIKARNYQLAn syarat-syrat
tersebut  kepada  Rasulullah  SAW, dan  Beliaupun
memperkenanknnya’.

Dalam Hadist lain Rasulullah menyatuakan :
LG Sulqib r.a, banwa Kasululian bersapad ;| lga perkara
didalamnya terdapat keberkatan (1). Menjual dengan
pemvayaran kredil; (Z). Mugaraanan (Mudnarabahj; (3.
Mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah
dan bukan untuk di jual (HR. Ibnu Majah) "
v Al-Musyarakah
Musyarakah diartikan sebagai suatu bentuk kemitraan usaha
antara dua pihak atau lebih, dalam suatu usha atau proyek, dimana
masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan sesuai dehghn

porsi penyertaan modal masiﬁg-masing, dan berhak untuk ikut serta,

mewakilkan, membatalkan dalam pelaksanaan atau manajemen usaha
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tersebut, serta bertanggung jawab terhadap segala kegiatan yang terjadi
sesuai dengan porsi penyertaan masing-masing.

Sebagai dasar hukumnya dapat dilihat dalam :
a. Al-Qur'an Surat As-Shad (38) ayat 24 yang berbunyi sebagai

berikut ;

T..lan Sesungguanya kebanyakan dart Orang-orang yang
berkongsi itu sebagian mereka berbuat dzalim kepda sebagian
yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan
shaleh...”

b. Hadist Rasulullah yang berbunyi :

“Banwa Kasulullah SAW telan Derkatq, Sqya menyeriai dua
pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya
Nk menghianati yang loinnya, seandainya berkmanal maka
sya keluar dari pernyataan itu (HR. Abu Daud)”.

2. Sistem Jual Beli
Sistem ini merupakan suafu tata cara jual beli yang dalam
pelaksanaannya BMT mengangkt nasabah sebagai agen yang diberi kuasa
melakukan pembelian barang atas uama BMT, dan kemudian bertindak
sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut
dengan menjual mark-up. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada
penyedia dana.

v Bai’al-Bitsaman Ajil
Bai’al-Bitsaman Aji! {prinsip, pengambilan keuntungan dengan
pembayaran diangsur), diartikan sebagai suatu pembiayaan penuh,

yang merupakan talangan dana untuk pengadaan barang ditambah

keuntungan yang disepakati, dengan sistem pembayaran an'gsiir.
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Prinsip ini dinyatakan dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa’ (4) ayat 29
yang artinya :

“Hal orang-orang yang berimon, janganian kamu memakan
harta (hak) sesamamu dengan jalan curang (bathil), kecuali
dengan cara perdagangan yang bertaku dengan sukarela (suka
sama suka) di antara k... ”

Kemudian dalam Hadist Rasalullah SAW, yang bherbunyi sebagai
berikut :

“part duhaip r.a, barwa Kasulutlah bersabda : “tiga perkara
didalamnya terdapat keberkatan (1). Menjual dengan
pempayaran kredit; (Z£). MNugaradhah (Mudharabah); (3).
Mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah
dan bukan untuk di jual (HR. Ibnu Majah) .

. Sistem Non-Profit

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan ini
merupakan pembiayaan yang b'ersifat sosial dan non komersial. Nasabah
cukup mengembalikan pokok pinja‘mannya saja.

v Al-Qardhul Hasaﬁ
Prinsip Al-Qardhul Hasan ini dapat diartikan sebagai prinsip
pemungutan biaya administrasi atas pinjaman kebijakan tampa
tambahan biaya lainnya. Lembaga ini pada dasarnya merupakan suatu
jenis pembiayaan penuh atau sebagian, yang merupakan talangan dana
baik tunai maupun untuk pengadaan barang, disertai dengan kewajiban
membayar biaya administrasi, deﬁgan sistem pembayaran tangguh atau

k]

dicicil, sesuai dengan kesepakatan.
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Keberadaan lembaga ini meudasarkan pada :
a. Al-Qur’an Surat AI-Bagarah ayat 245 artinya berbunyi :

“Siapa yang mau member: piryaman kepada Allan SWiI
pinjaman  yang  baik, maka Allah SWT !akan
melipaiganaakan pembayaran  kepadanya dengan) lipat
ganda yang banyak ... i

b. Hadist Rasulullah SAW,.yang herbunyi sebagai berikut :

“Dary 1onu Mas ‘ud ra., bahwa Kasuluilah SAW bersabda :
Tidaklah seorang muslim meminjamkan dua kali, kecuali
sama baginya dengan memberi sekali”. Kemudian dalam
Hadist lain Rasulullah bersabda : “dari Abu Hurairah ra.
Kasulultah SAW bersabda @ = Barang swapa | lelon
melepaskan saudaranya yang muslim satu dari kesusahan-
kesusanan dunia, maka Allanr SWI akan me[epasfcar%z safu
kesusahan di Yaumul Qiamat. Barang siapa |itelah
membanty saudaranya yang suli/lemah di dumdq, maica
Allah SWT cokan membantunya di dunia dan akhirat.
Sesungguhnya Allah SWI senanfiasa membanti sebrang
hamba, selama hamba tersebut membantu saudaranya
(HR. Muslim).

4. Akad Bersyarat

b

Akad befsyarika; adalah kerjasama antara dua pihak atau lebi;h dan
i‘nasing—masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bci:ntuk)
dengan perjanjian pembagian keuntu;'ganﬂ(erugian yang disepakati.
Produk Pembiayaan

Penyediaaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuané atau
kesepakatan pinjam meminjam diantara BMT dengan pihak !ainé yang
mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil
setelah jangka waktu tertentu.
e Pembiayaan al-Murabahah;

» Pembiayaan al-Bai’ Bitsaman ‘Ajil;
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s Pembiayaan al-Mudharabah;
o Pembiayaan al-Musyarakah.

Selanjutnya untuk meningkathan peran Baitul Maal Wattamwil (BMT)
dalam kehidupan ekonomi masyafakat, maka Buitul Maal Wattamwil (BMT)
terbuka untuk menciptakan produk haru, tetapi produk tersebut harus
mnemenuhi syarat :

a. Sesuai dengan syariat dan disetujui oleh Dewan Syariah.

b. Dapat ditangani oleh sistem operasi Baitul Maal Wattamwil (BMT)
bersangkutan.

¢. Membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Kemudian dalam perkembangannya di Indonesia lembaga-lembaga
keuangan dan perbankan, mendapat sanderan yuridisnya di dalam peraturan
perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 21 ayat 1 undng-U;ldang Nomor 10 tzhun 1998 tentang Perubahan
atas Undang-Undang ‘Nomo;' 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang
menetapkan, bahwa bentuk hukum suvatu bank Umum dapat berupa
Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Perushaan Daerah (PD) dan Pasal
12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, yang mcnetapi(an
bahwa bentuk hukum suatu BPR, dapat berupa : Perusahaan Daerah,
Koperasi, Perseroan Terbatas dan bentuk lain yang ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah. Hal ini kemudian dipertegas di dalam pasal 2 Surat
Keputusan Direksi Bank Indonesia' Nomor 32/34/KEP?DIR/tanggal 12

Mei 1999 tentang Bank Umum berdasdrkan Prinsip Syari’ah dan Pasal 2
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Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tanggal
12 Mei 1999 tentang Bank Pefkrgditan Rakyat Syari'ah.

2. Pasal 3 ayat 2 Keppres Nofnor 61 tahun 1988 tentang Lembaga
Pembiayaan Jo. Paslal 9 ayat 2 Keputusan Menteri Keungan Republik
Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988/ tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang menetapkan, bahwa perusahaan
pembiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf ¢, berbentuk
Perseroan Terbatas atau Koperasi.

Untuk lembaga keuangan non-bank, terutama lembaga pembiayaan,
sebagaimana yang ditetapkan di dalam Pasal 2 ayat 1 Keppres Nomor 61
Tahun 1988 Jo. Pasal 2 ayat 1 Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesfa Nomor 1251/KMK.013/1988, ditentukan bahwa kegiatan-kegiatan
p;arusahaan pembiayaan meliputli : sewa guna usaha, modal ventura,
perdagangan surat berharga, anjak piutang, usaha kartu kredit dan pembiayaan
konsumen. |

Selanjutnya kehadiran lembaga keu'angan bank maupun non—Bank
dengan sistem syari’ah di Indonesia-,r' dapat dipandang sebagai perwujudan
keinginan dan impian dari sebagian masyarakat muslim Indonesia, yang masih
percaya dan meyakini akan ajaran agama Isiam scbagai agama yang benar
(hak), sehingga tidak dicampur adukan dengan yang bathil. Sebagai
implementasi ajaran Islam secara kaffah, sebagaimana difirmankan oleh Allah
SWT. Dalam Al-Qur'an Surah .1/-Bagarah. ayat 208 yang artinya sebagai

berikut : “Hai orang-orang yang beriman masuklah kamu kedalam Islam
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secara kaffah (utuh), janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan,
sesungguhnya syaitan itu musuh yang nya‘ta bagimu”. Dengan demikian
maka, kehadirannya selalu dinantikan sebagai alternatif lain, diantara
sebagaian banyak lembaga keuangan dan perbarkan konvensional yang sudah
berpuluh-puluh tahun beroperasi-di wilayah nusantara sebagai sebuah sistem

yang tunggal.

F. METODE PENELITIAN
1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yan.g dilakukaﬂ
dengan pendekatan docn’ina.;I atau normative yang memandang hukum
sebagai seperangkat aturan atau kaidah yang bersifat normative, dan
pendekatan non doctrinal atan pendekatan sosiologis. Hal ini disebabkan
karena didalam penelitian ini, hukum tidak hanya diartikan atau
dikonsepkan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang
mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, maelainkan meliputi pula
lembaga-lembaga dan proses yang mewujudkan berlakunya.

Jadi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis-sosiologis, yaoitu széng memandang hukum bukan saja
sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normative atau apa yang menjadi
teks Undang-Undang (Jaw in books), akan tetapi juga melihat bagaimana
hukum berinteraksi dengan masyarakat (law in action). Sehubungan

dengan permasalahan yang diangkat adalah berkaitan dengan eksistenst

¥

UPT-PUSTAK-UHDIP
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baitul mal wattamwil maka diharapkah akan diperoleh pemahaman yang
integral baik dari aspek hukum maupun ekonomi baik secara yuridis
maupun aplikasinya di masyarakat.

Berdasarkan hal dimaksud tersebut, maka dalam penelitian ini,
menggunakan metode kualitatif,”> yang diharapkan dapat ditemukan
makna-makna yang tersembunyi di balik permasalahan sebagai objek yang
akan diteliti. Metode kualitatif berusaha memahami persoalan secara
keseluruhan (holistic) dan dapat mengungkapkan rahasia dan makna
tertentu. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-
1—)rinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada
dalam kehidupan manusia, atau pofa-pola yang dianalisis gejala-gejala
sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang
bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang
berlaku."* Sedangkan Hadari Nawawi'> menyatakan bahwa penelitian
kualitatif ~sebagai suatu konsep keseluruhan (holistic)  untuk
mengungkapkan rahasia sesuatu, dilakukan dengan menghimpun data

dalam keadaan sewajarnya (natural setting), mempergunakan cara kerja

13 Esmi Warassih Pujirahayu, Makalah Metodologi Penelitian Bidang Humaniora, dalam
Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial {dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum) : Materi Pelatihan
Metodologi Timu  Sosial, bagian Humas FH Undip, Semarang, 14-15 Mei 1999, hal 47
menycbutkan beberapa cirri penelitian kualitatif’ anatara lain : 1)Teknik penentuan data Secara
Snowball, artinya pilihan informan berkembang sesuai engan kebutuhan peneliti; 2) Instrumen
utamanya adalah manusia {peneliti/yang divalidasi adalah data bukan instrumen);
3)Mernentingkan penafsiran terhadap suatu fenomena dan menekankan pada metode verstehen;
4)Menggunakan pendekatan induktif untuk melakukan pcnemuan acau discovery.

W nurhan Ashshofa, 1998, Metode Penelitian Hulaem, Rineka Karya, Jakarta, hal. 20-21

' Hadari Nawawi & Himi Martini, 1996, Penelitian Terapan, Gajah Mada University
Press, Yogyakarta, hal. 175 \
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yang sistematik, terarah dan "dapat dipertangung jawabkan secara

kualitatif, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya.

. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Baiful Mal Wattamwil (BMT) di
Propinsi Jawa Tengah den Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK)

Jawa Tengah.

. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, karena
bermaksud menggambarkan secarz jelas dan rinci fenomena yang menjadi
pokok permasalahan tanpa melakukan hipotesa atau perhitungan secara
statistik, (dengan tidak menutup ]éemungkinan pada taraf tertentu juga
akan meneksplanasi tentang berbagai aspek yang berkitan dengan Baitul ~
Mal Wattamwil, terutama dari aspek hukum dan ckonomi baik secara

konsepsional maupun secara operasionalnya.

. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari
sumber yang berbeda yaitu :
a. Data Primer
Yaitu data-data yang berasal dari-sumber data utama, yang berwujud
tindakan sosial, kata-kata dari ];'ihak yang terlibat dengan dan/atau
didalam pendirian dan pengellolaan _Baz'tulh Mal Wattamwil. Data pri@er

ini akan diperoleh melalui informan pada situasi sosial tetentu yang
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dipilih secéra purposive, dengan menentukan informan dan sitﬁasi
sosial awal terlebih dahulu.

Penentuan informan awal, dilakukan terhadap beberapa informan
vang memenuhi kriteria sebagai berikut : 1). Mereka yang memahami
dan menguasai permasalahan Baitul Mal Wattamwil baik dari agpek
hukum maupun aspek ekonomi, 2). Mereka yang sedang terlibat
dengan (didalam) kegiatan pengelolaan Baitul Mal Wattamwil. Untuk
itu mereka-mereka yang dipe:}{irakan dapat menjadi informan awal
adalah para pendiri, pengurus, pengawas dari lembaga keuangan Islam
Non-Bank serta aparat pemerintah yang terkait di dalamnya.

b. Data Sekunder
Yaitu data yang berasal dari bahan-bahan pustaka, yang meliputi :
Dékurnen-dokemen tertulis yéng bersumber dari peraturan perundﬁngm
undangan (hukum positif Indonesia), maupun Al-Qur’an, Al-Hadits,
Jima’ Sahabat dan Qiyas para ulama, yang bmerupakan sumber hukum
dalam Islam termasuk didalamnya berbagai keputusan-keputasan yang
dikeluarkan oleh organisasi keraasyarakatan Islam baik yang berskala
lokal, nasional maupun internasional, hasil-hasil penelitian, artikel-
artikel ilmiah, buku-buku literatur, dokumen-dokumen resmi, arsip dan
lain-lain data yang dibutuhkan.
5. Teknik Pengumpulan Data
Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan

melalui 3 (tiga) cara yaitu : melalui observasi, wawancara (intervew) . dan
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studi kepustakaan (library reseach) yang dilakukan dengan tahapan-

tahapan sebagai berikut :

a. Pada tahap orientasi awal, disamping akan dilakukan studi
kepustakaan, yang dilakukan dengan cara menginventarisir peraturan:
perundang-undangan, buku—bu_k'u dan literatur lain sebagai sumber data
sekunder yang berkaitan dengan fokus permasalahan, juga akan
dilakukan observasi'® awal. Cara ini dilakukan untuk memperoleh
gambaran yang bersifat umum dan reletif rnenyelurﬁh, tentang apa
yang tercakup didalam fokus permasalahan yang akan diteliti. Dengan
demikian diharapkan dapat mer;iperoleh gambaran yang menyeluruh
tentang objek permasalahan yang akun diteliti. |

b. Pada tahap orientasi terfokus, akan dilakukan wawancara'| secara
intensif dan mendalam terhadap para informan, dengan cﬁra
wawancara yang tidak terstruktur, agar tidak kaku dalam memperoieh
informasi dengan mempersiapkan terlebih dahulu gambaran umum
pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

o. Studi dukumen, yaitu meneliti berbagai dukumen serta bahan-Bahan
yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen

penunjang. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri,

16 ¢ Nasution, 1998, Metode Penelitian Natura!is:'ﬁk Kualitatif, Tarsito, Bandung, hal, 73
T ganafiah Faisal, 1990, Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar dan Aplikasi, yayasan 3. A,
Malang, hal. 80
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sedangkan instrumen penunjang bérupa rekaman tape recorder, catatan
harian di lapangan serta daftar pertany‘aén yang dibuat sebelumnya.

Untuk mengetahui  keakuratan dan kehandalan data akan
dipergunakan teknik friangulasi. T riangulasi adalah teknik pemeriksanaan
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di lvar data itu
untuk keperluan pengecekan atau sebagai. pembanding terhadap data itu,
dalam hal ini triangulasi sumber _;dan triangulasi metode, (riangulasi
sumber berarti membandingkan' dan mengecek balik derajat kepercayaan
suatu informasi yang diperoleh melaui alat dan wakiu yang berbeda dalam
metode penelitian kualitatif. Sedangkan dengan traingulasi metode,
menurut Patton terdapét 2 (dua) strategi yaitu : a). Pengecekan derajat
kepercayaan pemenuhan hasil pepelitian beberapa teknik pengumpulan
déta, dan b).Pengecekan derajat keppfg;ayaan beberapa sumber data dengan

metode yang sama.

. Teknik Analis Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam
penelifian ini analisis yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Tahap Pertama, mendasarkan pada pendekatan doktrinal, analisis
dilakukan dengan menggunakan ‘metode analisis kualitatif. Dalam
tahap ini terutama akan dilakukan inventarisasi terhadap berbagai
norma hukum yang terkait dengan '.iembaga keuangan dan Baitul mal

Wattamwil pada khususnya. Dalam hal ini akan dilakukan
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pengumpulan terhadap semua asas-asas dan kaidah-kaidah yang terkait
dengan permasalahannya, untuk kemudian diorganisir kedalam suatu
sistem yang komprehensif, setelah sebelumnya dilakukan koleksi
terhadap keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang telah
terkumpul tersebut.
. Tahap Kedua, yang mendasarkan pada pendekatan non-doktrinal,
analisis akan dilakukan dengan menggunakan metode analisis
kualitatif, yang dilakukan mclalui tahapan-tahapan sebagai berikut
yaitu : akan dilakukan pemrosesan dan penyusunan data dalam satuan-
satuan tertentu, setelah sebelumnya dilakukan display data dan reduksi
data. |

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif
dengan menggunakan pola pikir induksi. Teknik ini dilaksanakan
dengan metode intraktif sebagaimana dikemukakan oleh Mattew B.
Miles dan A. Michael Huberman, yang terdiri dari tiga jen“"is
kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan,
yang dapat dilakukan pada saat sebelum dan selama pengumpulan
data.
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar”
yang muncul dari catatan teftuli_§ di lapangan. Penyajian data adalah
suatu “penyajian” sekumpulé.n_ informasi tersusun yang memberi

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan
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tindakan.'® Di bawah ini dapat dismpaikan dim bentuk bagan

penyajiannya sebagai berikut 1

Pengumpulan
Data

Penyajian
Data

Reduksi Data
Kesimpulan-

kesimpulan :
Penarikan/verifikasi

. SISTIMATIKA PENULISAN

Hasil penelitian yang diusulkan- dalam penelitian ini pada akhimnya
nanti akan disusun dalam bentuk tesisAyang sistimatikanya sebag;ai berikut :

Bab 1, dalam bab ini pada intinya diuraikan tentang : latar belakang,
perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan teoritis, manfaat penelitian,
metode penelitian yang meliputi : metode sendekatan, jenis dan sumber data,
teknik pengumpulan data, teknik pengecekan dan validitas data dan teknik
analisa data.

Bab 1I, dalam bab ini diurakan hal-hal yang berkaitan dengan
permasalahan yang akan dibahas dalam bab selanjutnya, terutama bahan-

bahan kepustakaan yang dapat dipergunakan sebagai fandasan dalam kerangka

analisis.

® Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992, Analisa Data Kualitatif, Buku

Teniang Sumber Metode-Metode Baru, UL Press, Jakarta, hal. 16-18

© rbid hal. 20
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Bab III, tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menganalisis
dari aspek hukum dan ekonomi eksistensi dari Baitul Mal Wattamwil,
memahami dan menganalisis mengenai fakior-faktor apakah yang
menghambat operasionalisasi dari Bairul Mal Wattamwil di propinsi Jawa
Tengah.

Bab 1V, sebagai bagian akhir cari tesis ini yang biasanya disebut
sebagai penutup berisi kesimpulan atas permasalehan yang diteliti. Dan juga
menguraikan saran-saran atau rekomendasi jika dirasa perlu terutama kepada
pihak yang terkait, guna perbaikan selanjutnya, yang merupakan wujud dari

kontribusi peneliti dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A, Riba Dan Prinsip Ekonomi Islam

A.1. Pengertian Riba

Riba berasal dari kata “raba Yarbi”. Juga dikatakan “er-Rima'u”,
semakna dengan kata riba adalah kata “ar-Rubyah™ yang berarti tambahan
atau kelebihan®® Sedangkan secara bahasa bermakna zr‘).;adah atau tambah.
Pertambahan bisa disebabkan oleh faktor intern atau ekstern.?® Sedangkan

menurut istilah berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal

secara bathil ¥
A.2. Dasar Hukum Pelarangan Riba

Berdasarkan ayat- ayat dalam al-Qur’an terdapat konsepsus bahwa
riba dilarang oleh Islam. Istilah riba disebutkan dalam beberapa ayat yaitu
dalam Q.S. al-Bagarah ayat 275-280, Ali Imran ayat 130, an-Nisa’161 dan

surat ar-Ruum ayat 39. Ayat-ayat tersebut inasing-masing menentukan

“ mengenai larangan riba yang artinya ;

Al-Bagarah ayat 275,

“ QOrang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri,
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena
(tekanan) penyakit gila. Keadaar: inereka yang demikian itu adalah
disehabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan
riba, padahal Aliah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya
larangan dari Tuhannya, lalu Lerhenti (dari mengambil riba), maka
baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum dalang

2 Abu Bakar Mutammad, ferjemahan Subulussalam, al-khlas, Surabaya, 1995 jilid

I, him. 125

% Abu Fadl al-Misti, Lisan al-Arab, Juz. X1V Dar Fikr, Beirut, t.t., hlm,304
2 M. syafi’l Antonio, Op. Cir., hlm. 39 :

]



35

larangan) dan urusannya (mengambil riba), maka orang-orang itu
adalah penghuni neraka, mercka kekal didalamnya ™.

Ayat 276 :
" Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah

tidak menyukai orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu
berbuat dosa ‘

Ayat 278

“ Hai orang-orang yang beriman bertagwalah kepada Allah dan

tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang
yang beriman “.

Ayat 279

“ Maka jika kamu tidak mengeriakan (meninggalkan sisa riba )
maka, ketahuilah, bahwa Allah dan rasulnya akan memerangimu.
Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba maka, bagimu pokok
hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya “.

Ayat 280 :

“ Dan jika forang yang berhutang itu ) dalam kesukaran, maka,
tangguhkanlah sampai ia berkelapangan. Dan menyediakan
sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu, jika kamu
mengetahui”.

Surat Ali Imran ;130 :

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba
dengan berlipat ganda dan bertagwalah kamu kepada Allah supaya
kamu mendapat keberuntungan “.

An-Nisa’ ayat 161 :

“ Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya
mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan
harta orang dengan jalan yang bathil. Kami felah menyediakan
untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih

Surat ar- Ruum ayat 39

“ Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia
bertambah pada harta manusia, maka riba itu fidak merambah
pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang
kamu maksudkan untuk mencapai keridloan Allah, maka, yang
sedemikian itulah orang-orang yang melipatgandakan hartanya *.
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Sementara itu, dalam beberapa hadist Rasulullah SAW sebagai
sumber kedua setelah al-Qur'an juga menjelaskan tentang pelarangan riba

diantaranya adalah :

“ Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu, dan Dia pasti
akan menghitung amalanmu. Allah relah melarang kamu mengambil
riba, oleh karena itu hutang akiba. riba harus dihapuskan. Modal
(uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita
ataupun mengalami ketidakadilan *.

Dalam hadist vang lain diriwayatkan pula dari Jundub bahwa

Rasulullah bersabda :

“ malam tadi aku bermimpi telah datang dua orang dan membawaku
ke tanah suci. Dalam perjalanan, sampailah kami ke suatu sungai
darah, diaman, didalamnya bérdiri seorang laki-laki, sementara
dipinggir juga ada seorang laki-laki lain dengan batu ditangannya.
Laki-lakd yang ditengah itu berusaha untuk keluar, tetapi laki-laki
yang dipinggir sungai tadi melempar mulutnya, “stapakah itu ? aku
diberitahu, bahwa laki-laki yang ditengah sungai itu adalah orang
yang memakan riba”.

Al-Hakim meriwayatkan dari Ibn Mas’ud bahiwa Rasulullah SAW
bersabda ;

“ Riba itu mempunyai 73 pintu (lingkatan), yang paling rendah
(dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan
ibunya . Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah
bersabda @ “ Tuhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak
membenarkan empat golongan memasuki surga alau tidak mendapat
petunjuk dari-Nya (mereka itu adalah) peminum arak, pemakan riba,
pemakan  harta anak  yatim, dan mereka yang  tidak
bertanggungjawab/ menelantarkan ibu dan bapaknya”.

Dari Jabir R.A. berkata ;
« Rasulullah SAW, mengutuk pemakan riba, wakilnya dan penulisnya,

seria dua orang saksinya. Dan beliau mengatakan mereka itu sama-
sama dikutuk

2 gemua Hadist dikutip dari Abu bakar Muhammad, Op.Cit., hlm. 125-152
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Riba itu sendiri, secara garis besar dapat dikelompokkan
menjadi dua bagian besar ;

a. riba hutang ; kelompok pertama ini terbagi menjadi riba qardh
dan riba jahilivyah. Riba qardh merupakan suatu manfaat atau
tingkatan kelebihan yang disyaratkan terhadap yang berhutang
(muqtaridh)Sementara riba jahiliyyah adalah hutar.g dibayar lebih
dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar
hutangnya pada waktu yang ditetapkan.

b. riba jual beli ; dibagi menjadi riba fadh! dan riba nasi’ah. Riba
Jfadh! adalah pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atan
takaran yang berbeda-beda, sedangkan barang yang dipertukarkan
itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Sementara itu, riba

- nasi'ah adalah penaungoithan penyerahan atau penerimaan jenis
barang ribawi lainnya. Riba nasi’ah muncul karena adanya
perbedaan, perubahan, atau tarmbahan antara yang diserahkan saat
ini dengan yang diserahkan kernudian. *°

Ibn Hajar menjelaskan pembagian riba serta hukumnya dengan
mengatakan riba dibagi menjadi tiga jenis yaitu riba fadl, riba yaad dan riba
nasi‘ah. Al-Mutawali menarnbabhkan dengan yang keempat yaitu riba gardh.
Beliau juga menyatakan bahwa semua jenis riba diharamkan secara jjima’
berdasarkan nash al-Qur’an dan Hadist.®®

Pengharaman riba melalui beberapa proses yang pada akhirnya
umat Islam dilarang mengambil riba dalam bentuk apapun. Larangan ini
secara tegas dijelaskan dalam al-Qur’an dan Hadist melalui empat tahapan ;
Pertama ; menolak anggaﬁan bahwa riba yang lahitnya seolah-olah

menolong sebagai suatu serbuatan yang mendekati atau tagarrub
kepada Allah SWT pada; hakekzinya justru menjerumuskan (Q.S. ar-

Rum = 39).

25 M. Syafi’l Antonio, Op.Cit. hal, 60. ™ -
% Ay~ Zawajir sebagaimana dikutip uleh Setiawan Budi utomo, dalam Kc_)lom Figh
Kontemporer Majalah Saksi, dengan judul Jawabun Tuntas Masalah Bunga, Saksi, No. 10,

tahun I 2001 him. 40-41
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Kedua ; riba digambaikan scﬁagai sesuatu yang buruk. Allah SWT menanam
memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan
riba (Q.S. an-Nisa’ ; 160-161). -

Ketiga ; diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat
ganda. Para ahli tafsir bej‘pendapat bahwa pengambilan bunga
dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak
dipraktekkan pada masa tersebu: tapi bukan menjadi prasyarat
diharamkan riba (Q.S. Ali Imren © 130). Demikian juga ayat yang
turun pada tahun ke I11 hijriyah harus dipahami secara komprehensif
dengan ayat 278-279 dari surat a/-Bagarah yang turun pada tahun
IX Hijriyyah sebagai tahap terakhir.

Keempat ; Allah SWT, dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis
tambahan yang diambil dari pinjaman (Q.S al-Bagarah ayat 278-
279).

A.3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Dalam menjalankan kegiatan ekonomi, Islam mempunyai
beberapa prinsip yang dapat dipakai, yaitu :
1. Prinsip Wadiah (Simpanan)
Wadiah dapat djartikan éebagai amanat dari pihak yang

memiliki sesuatu barang kepada pihak lain. Di mana pihak yang menerima

amanat diwajibkan untuk menjaga dengan baik barahg tersebut karena

dapat diambil oleh pemiliknya pada setiap waktu yang dikehendaki.
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Sementara Muhammad 7 menyatakan, bahwa A/-Wadi'ah dapat diartikan
sebagai titipan murni dari satu pihak kepihak lain, baik individu maupun
badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si
penyimpan menghendaki. Wadiah ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :
(a) Wadiah yad al-amanah (merupakan titipan mumi); (b). Yadiah yad al-
dhomanah (akad titipan) |
Keberadaan prinsip wadiah ini didasarkan pada :
(1). Al-Qur’an Surat An-Nisa ' (4} avat 58 sebagai berikut :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah
(titipan) kepada yang berhak menerimanya”.

(2) Surat Al-Bagarah (2) ayat 283 yang artinya :
“.. Jika kedua belah pihakA tzlah percaya mempercayai, maka

hendaklah yang dipercayai (yang berhutang) itu menunaikan
amanahnya, dan hendaklah ia bertagwa kepada Allah, Tuhannya ... "

(3) Hadits Rasulullah SA'W, yang berbunyi :
Tunaikanlah amanah kepada yang berhak menerimanya dan
jangan  membalas  khianat  terhadap orang  yang telah
menghianatimu. (HR.Abu Daud dapr Tirmidzi)
“Dari [bnu Umar berkata, bahwasannya Rasulullah SAW, telah
bersabda : Tiada kesempurnaan iman bagi orang yang tidak
beramanah, tiada shalat yang tidak bersuci (HR. Tabrani).

@) Jjma*®
Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah ber-ijma’ (konsensus)

akan legitimasi Al-Wadiah, karené; kebutuhan manusia terhadapnya

hal ini jelas terlihat sepertti yang dikutip oleh Dr. Azzuhaily dalam Al-

) Muhammad, Sistem Dan Prosedur Opercsional Bank Isiam, Ull Press,

Yogyakarta, 2000, hlm. 7
) 1bid., him.7-8. Tjma® merupakan kesepakatan para nlama tentang sesuatu hukum

yang pengaturannya masih umum dan belum jelas datam Al-Qur’an dan Hadits.
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Figh Al-Islami wa Adillatuhu dari Mughni wa syarh Kabir Ii [bni

Qudamah dan Almabsuth Li Imam Sarakhsy.

2. Prinsip Al-Mudharabah

Mudharabah diartikan sebaéai suatu bentuk kemitraan, dimana
disatu pihak akan menyediakan dana saja (shahibul-mal), sedangkan
dipihak lain akan melakukan pengeclolaan usaha (Mudharib). Dalam
kemitraan ini bila untung, maka keuntunzan akan dibagi sesuai dengan
ratio laba yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan bila terjadi
kerugian, maka shahibul-mal akan kehilangan sebagian dari modalnya dan
Mudharib akan kehilangan imbalan dan keterampilan manajerial
(managerial skill} yang diberikan kepadanya.

Menurut bahasa, kata Abdurralman al-Jaziri, mudharabah berarti
ungkapan terhadap pemberian harta dari seorang kepada orang lain
sebagai modal usaha dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi
diantara mereka berdua, dan bila rugi akan ditangéung oleh si pemilik
modal.”’ Sementara menurut istilah syara’ berarti akad antara dua pihak
untuk bekerja sama dalam usaba perdagangan dimana salah satu pihak
memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuritungan
dari usaha itu akan dibagi diantara mereka berdua sesuéi dengan
perjanjian yang telah disepakati.*® !

Keberadaan AI-Mudharabah didasarkan pada :

a. Al-Quran Surat Al-Muzammil (73) ayat 20 yang artinya :

%y Abdurrahman al-Jaziri, Kitab al-Figh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah, jilid 111, Dar Fikr,

Beirut, 1986, him.34

30y Sayyid sabiq, Figh al-Sunnah, Jilid 11, Dar Fikr, Beirut, 1983, hlm.219
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“ ... Dan sebahagian dari mereka orang-orang yang berjalan dimuka
bumi mencari sebahagian karunia Aliah SWT
b. Hadits Rasulullah SAW, yang bertunyi :
“Dirtwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwasannya Sayyidinue Abbas,
Jikalau memberikan dana kepada mitra usahanya secara mudharabah
ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan,
menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang
berparu-paru basah. Jikalau. menyalahi peraturan, maka yang
bersanglkutan bertanggungjawab atas dana tersebud.
Disampaikannyalah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW.
Dan beliupun memperkenankannya ™.
Dalam hadits lain Rasulullab SAW menyatakan :
“ Dari Suhaib r.a. bahwa Rasulullah bersabda : tiga perkara
didalamnya terdapat keberkatan (1). Menjual dengan pembayaran
kredit; (2). Muqaradhah (Mudharabah); (3). Mencampur gandum
dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual (HR. Ibnu
Majah)
. Prinsip AL-Musyarakah
Musyarakah diartikan sebagai suatu bentuk kemitraan usala
antara dua pibak atau lebih, dalam suatu usaha atau proyek, dimana
masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan sesuai dengan porsi
penyertaan modal masing-masing, dan berhak untuk ikut serta,
mewakilkan, membatalkan dalam pelaksanaan atau manajemen usaha
tersebut, serta benanggungjawab terhadap segala kerugian yang terjadi
sesuai dengan porsi penyertaaan .nasing-masing.
Sebagai dasar hukumnya dapat dilihat dalam :
a. Al-Quran Surat As-Shad (38) ayat 24 yang artinya sebagai berikut :
“... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi

" itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain,
kecuali orang-orang yang beriman dagj mengerjakan amal sholeh ... "
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b. Dalam Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

“Bahwa Rasulvllah SAW telah berkata, saya menyertai dua pihak
vang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak
menghianati yang lainnya, seandainya berkhianat maka saya keluar
dari pernyataan itu (HR. Abu Daud)”

. Prinsip Al-Murabahah dan Al-Bai’bitsanan’ajil

Prinsip Murabahah (prinsip pengambilan keuntungan dengan
pembayaran tangguh), diartikan sebagai suatu jenis pembiayaan penuh,
yang merupakan talangan dan untuk pengadaan barang ditambah dengan
keuntungan yang disepakati, dengair sistem pembayaran tangguh.
Sedangkan sistem Al-Ba'l bitsaman 'aji! (prinsip pengambilan keuntungan
dengan pembayaran diangsur), diartikan sebagai suatn pembiayaan penuh,
yang merupakan talangan dana umwuk pengadaan barang ditambah
keuntungan yang disepakati, dengan sistem pembayaran diangsur.

Kedua prinsip ini dinyatakan dalam Al-Qur’an Surat An-
Nisa® (4) ayat 29 yang artinya :
“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta
(hak} sesamamu dengan jalan curang (bathil), kecuali dengan cara
perdagangan yang berlaku dergan suka rela (suka sama suka)
diantara kamu...

Kemudian dalam hadits Rasulullah SAW, yang artinya sebagai
berikut :

“ Dari Suhai ra. Bahwa Rasulullah bersabda: tiga perkara yang
didalamnya terdapat keberatan (1). Menjual dengan membayar
kredit; (2). Muqgaradhah (Mudharabah); (3). Mencampur gandum

dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual (HR.
Ibnu Majah). !

5
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S. Prinsip Al-Jarah dan Al-Ba’i Takjiri

Prinsip Al-Jarah, diarikan sebagai prinsip pengambilan sewa
atas penggunaaan barang yang pengadaannya ditalangi, tanpa diakhiri
dengan pemilikan barang tersebut. Lembaga ini pada dasarnya merupakan
suatu jenis pembiayaan penuh, yang merupakan talangan dana untuk
pengadaan barang ditambah keuntungan yang disepakati dengan sistem
pembayaran sewa, tanpa diakhiri dengan pemilikan.

Sedangkan prinsip A/-Bai’ Tasjiri, dapat diartikan sebagai
prinsip pengambilan sewa atas penggunaan barang yang pengadaannya
ditalangi, yang diakhiri dengan penﬁlikan barang tersebut. Lembaga ini
pada dasarnya merupakan suafu jenis pembiayaan penuh, yang merupakan
talangan dana untuk pengadaan barang ditambah keuntungan yang
disepakati dengan sistem pembayaran sewa, yang diakhiri dengan .
pernilikan,

Beberapa ketentuan ‘yang me:ugatur tentang hal ini dapat dilihat
dalam Al-Quran Surat Al-Qashash (2;81)_‘ ayat 26 yang artinya scbagai
berikut :

“ Salah seorang dari kedua gadis itu berkata : Wahai Bapakku
ambillah ia sebagai orang yang bekerja dengan kita, karena
sesungguhnya orang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja
adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya™

Selanjutnya dalam Surat As-Thalag (€¢5) ayat 6 menyatakan :

“ Selanjutnya jika mereka menyusukan anak-anakmu untufmu,
maka berikanlah kepada mercka upainya’.
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Dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dari Ibnu Umar ra.

Bahwa Rasulullah SAW telah bersanda :

“Berikanlah upah (sewa} buruh itu sebelum kering keringatnya
(HR 1bnu Majah)

Dalam Hadits yang lain disebutkan :
“Dari Abi Sais Al-Hudri ra. Rasululluh SAW telah bersabda :
barang siapa mempekerjakan pekerja maka hendaklah menjelaskan
upatnya” (HR. Baihagi)
6. Prinsip Al-Qardhul Hasan
Prinsip Al-Qardhul Hasan ini dapat diartikan sebagai prinsip
pemungutan biaya administrasi atas pinjaman kebijakan tanpa tambahan
biaya lainnya. Lembaga ini pada ﬁas:trnya merupakan suatu jenis
pembiayaan penuh atau sebagian, yang merupakan talangan dana baik
tunai maupun kredit untuk pengadaan barang, disertai dengan kewajiban
membayar biaya administrasi, dengan sistem pembayaran tangguh atau
dicicil, sesuai dengan kesepakatan.
Keberadaan lembaga ini didasarkan pada
a. Al-Qur’an Surat Al-Bagarah ayat 245 yang artinya ialah
“ Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah SWT pinfaman
yang baik, maka Allah SWT akan mebpc.tgandakan pembayaran
kepadanya dengan lipat ganda yang, banyak
b. Hadits Rasulullah SAW, yang arfinya sebagai berikut :
“ Dari Ibnu Mas'ud ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda : tidaklah
seorang muslim meminjamkan dua kali, kecuali sama baginya dengan

memberi sekali”.

¢. Dalam Hadits lain Rasulullah SAW bersabda :
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" Barang siapa telah melepaskan saudaraniya yang muslim satu dari
kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah SWT akan melepaskan satu
kesusahan divaumil Qiamat. Barang siapa telah membantu
saudaranya yang sulitlemah di dunia, maka Allah SWT akan
membantunya di dunia dan di ahirct. Sesungguhanya Allah SWT
senantiasa membantu seorang hamba, selama hamba tersebut
menbantu saudaranya. (HR. Mustim).

7. Prinsip A-Kafalah

Merupakan lembaga jaminan perorangan didalam syari’ah,

keberadaannya didasarkan pada :

a.

Al-Qur’an Surat Yusuf (12) ayat 72 yang berarti sebagai berikut :
“ Kami ‘kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat
mengembalikannya akan memperoleh bahan makan (seberat) beban
unta, dan aku menjamin terhadopnya’”.

Sunnah Nabi SAW, yang menceritekan ;

bahwa Rasulullah telah dihadapkan kepadanya mayat seorang
lald-laki untuk disembahyangkan. Rasulullah SAW bertanya, apakah
ia mempunyai warisan?, sahabat menjawab tidak, Rasulullah
bertanya lagi apakah ia mempunyai hutang?, sahabat menjawab ya,
dua dinar. Rasululloahpun memyuruh para sahabat  untuk
menshalatkannya (tetapi beliau sendiri tidak). Dalam pada ity Abu
Qatadah berkata : ‘saya menjamin hutangnya ya Rasulullah’, maku
Rasulullahpun mensholatkannya. (HR. Bukhari)

8. Prinsip A-Hiwalah

Prinsip A/-Hiwalah adalah pengalihan hutang dari orang yang

berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Prinsip ini

merupakan lembaga pemberi fasilitas dalam bentuk pengalihan tagihan

dalam syari 'ah, yang keberadaanyva didasarkan pada

a.

Hadits Rasululiah SAW, yang berarti :

“ Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah SAW ftelah bersabda :
menunda-nunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu
bentuk kedzaliman, apabila salah seorang diantaranya diminta
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untuk dialihkan pembayaran hutangnya kepada yang berkemampuan
maka terimalah. (HR. Bukhari dan Muslim)

b.  Berdasarkan metodologi wwul figh, Hiwalah dapat di-gias-kan
dengan Al-Kafalah. Karena kafalah merupakan jaminan yang
diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk

meimenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

9. Prinsip Al-Joalah

Merupakan suatu lembaga pemberian pelayanan secara khusus
didalam syari'ah, yaitu suatu bentuk kontrak dimana pihak pertama
(jaa’el} menjanjikan untuk memberikan sejumlah imbalan tertentu (ja ')
kepada pihak kedua (amil) atas suatu usaha atau layanan proyek yang sifat
dan batas-batasnya termaktub dalam perjanjian. Jo 'alah termasuk salah
satu akad yang hukumnya diperbolehkan oleh sebagian ulama’, tetapi
sebagian yang lain ada pula yang tidak mengizinkan akad jenis ini.*'Hal
ini disebabkan karena akad dalam lapangan jo'alah tidak sama dengan
pelaksanaan akad ijarah yang murni merupakan upah tanpa ada unsur
untung-untungan.

Keberadaan lembaga ini didasarkan pada firman Allah SWT
dalam surat Yusuf (12) ayat 72, yang artinya .

 Penyeru-penyeru itu berkata : ‘kami kznilangan piala raja, dan

siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan
makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.

3y Helmi Karim, Figh Mu ‘amalah, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta, 1997, him.45
32y Ibn Haz, al-Muhalla,, Juz V, Dar Fikr, Beirut, t’h. him. 204




47

10. Prinsip A-Wakalah

11.

Prinsip ini mernpakan suatu lembaga pemberian fasilitas
didalam syari’ah, dalam bentuk mewakili nasabah seperti dalam
pembukan L/C. Keberadaan Iembagz; ini didasarkan pada :

a.  Al-Qur'an Surat A/-Kahfi (18).ayat 19 yang menyatakan :

* Maka suruhlah salah seorang diamara kamu pergi ke kota dengan
membawa uang perakmu ini ...

b. Al-Qur’an Surat An-Nisa ¢ (4) ayat 35 juga menyatakan
" Maka jikalau kamu kuatirkan ada persengketaan antara keduanya,
maka kirimkanlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan
seorang juru damai dari keluarga perempuan “.
¢. Dalam Sunnah Nabi SAW :
“ Dikabarkan bahwa Rasululiah SAW telah mengutus Assaah untuk
mengumpulkan zakat, Urwah bin Umayah untuk menjadi wali dalam
pernikahan beliaw SAW dengan {mmu Habibah binti Maimunah
binti Harits, dan Hakim bin Hajam dikala membeli ternak Qurban™
(HR. Bukhari dan Muslim)
Prinsip Rahn™
Prinsip ini merupakan suatu lembaga jaminan yang
keberadaanya dalam syari'ah, yang muncul berdasarkan perjanjian
penyerahan barang untuk dijadikan agunan dari fasilitas pembiayaan yang
diberikan. Hal ini dapat dilihat dalam :
a. Al-Qur’an Surat A/-Bagarah (2} ayat 283 :
“ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai),

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang ...

By Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islams Dan Kedudukarnya Dalam Tata

Hulaun Perbankan Indonesia, PT. Pustaka Utama Grafika, Jakarta, 1999, hlm. 76
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b. Summah Nabi Muhammad SAW :

“ Diceritakan babwa : Rasulullah SAW membeli makanan dari

seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang
Jaminan” (HR. Bukhori dan Muslim).

12. Prinsip Sharaf™
Merupakan suatu lembaga perjanjian jual-beli vang dengan
uang yang sejanis. Keberadaan lembgga iy didasarkan pada :
Hadits Rasulullah SAW yang inenyatakan :

“ (jual-beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum
dengan gandum, kurma dengan kurma, anggur dengan anggur
(apabila) satu jenis (harus) sana (kualitas dan kuantitasnya) dan
dilakukan secara tunai. “ (HR. Jamwcah) ‘

Dalam riwayat Abu Sa’id Al-Kiwdri, dinyatakan :

" bahwa apabila nilai tukar yang diperjual belikan itu dalam jenis
yang sama, maka tidak boleh udo penambahan pada satu jenisnya.”
(HR. Bukhari dan Muslim)

Sementara itu, dalam ekonomi Islam disamping transaksi-transaksi
ekonomi yang dilarang karena mengéﬁdung perbuatan riba, terdapat pula
transaksi-transaksi lain yang dilarﬁig karena hal-ha! non-ribawi sebagai
berikut

1. Terdapat didalamnya unsur penipuan (fadlis), seperti transaksi
yang terjadi dalam hubungan jual beli antara dua pihak dimana
penjual menjual barang yang bermerk palsu, atau menjual dengan
hanya memperlihatkan sebagian samplenya yang berkulitas baik
dan menyembunyikan sebagian lainnya yang berkualitas buruk,
sedangkan pembeli tidak mengetahul hakikat yang sebenamya,
sebagaimana lazim berlaku dalam transaksi jual beli barang
dengan sistem ‘karungan’, serta menjual barang dengan menyebut
harga beli barang itu sebesar yang tidak semestinya. _

2. Terdapat di dalamnya unsur ketidakjelasan (gharar), seperti
menjual buah-buahan yang belum nyata baiknya, menjual burung

* 1bid, hlm. 87




yang lepas dari sangkarnya: rian belum tertangkap tangan, serta
menjual anak kambing yang masih berada didalam perut induknya.
Gharar juga terjadi apabila dna orang bersepakat untuk bekerja
sama atas suatu proyek tertentu dengan biaya bersama
(parinership financing) namun salah satu pihak menolak
menentukan porsi (nisbah) bagi hasil (profit sharing) untuk
keduanya;
. Terdapat didalamnya unsur paksaan atau keterpaksaan, seperti
seseorang tanpa hak memaksa orang lain agar menjual barang
miliknya atau memaksa orang lain untuk menyewakan rumah
miliknya. Dikecualikan dari kelompok ini adalah seseorang yang
memaksa orang lain yang berhutang kepadanya untuk menjual
harta miliknya secara hak, seperti karena ynag bersangkutan
menolak membayar hutang dulam keadaan mampu, atau untuk
memberi nafkah anak dan istrinya, atau seseorang yang dipaksa
menjual tanah miliknya karena diatas tanah itu akan didirikan satu-
satunya masjid tempat peribadatan masyarakat Islam suatu desa,
dan lain sebagainya; '

. Terdapat didalamnya unsur rekayasa terhadap suatu yang haram
agar terlihat seakan-akan bhalal (helah), sepertl penyebutan
‘imbalan jasa’ untuk kelebihan harta atas pokok pinjaman yang
dipersyaratkan olch orang yang memberi hutang, sebagai rekayasa

“untuk menutupi hakikat riba yang dipraktekkannya;
. Terdapat didalamnya unsur kecurangan (ghubun), seperti
menghadang (menghalangi) pedagang yang hendak menuju ke
pasar di tengah jalan agar inau menjual barang dagangannya
kepadanya dengan tujuan untuk mendapatkan untung besar
(talagqy rukban). Kecurangan ini terjadi karena pedagang tidak
mengetahui harga pasar pada hari itu dan keadaan ini menjadi
akibat schingga dia mau menjual barang dagangannya kepada
penghadang. Termasuk dalam kategori ghubun adalah mepambah
harga melalni perantaraan orang lain setelah sebelumnya
dilakukan ‘breafing’ kepadanya. Orang lain tersebut disuruh pura-
pura menawar dengan harga tertentu sebagaimana dikehendaki
penjual dengan tujuan agar calon pembeli sebenarnya mau
membeli barang yang ditawarkan dengan harga tinggi;
. Terdapat didalamnya unsur kesengajaan seseorang dalam
menciptakan kelangkaan barang tertentu yang sangat dibutuhkan
masyarakat sehingga berakibat harga melambung dan keuntungan
besar berpihak kepadanya {ikhtikar). Dikecualikan dari pengertian
ini adalah penguasa yang menimbun beras dalam jumlah tertentu
sebagai bagian dari kebijakan pemerintahannya agar beras tersebut
tidak anjlok atau paling tidak stabil, sehingga petani yang selama
ini kurang diuntungkan dapat memetik hasil yang memuaskan dari
penjualan berasnya;
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7. Terdapat didalmnya pengertian menempatkan suatu barang untuk
dua kali (macam) aqad, seperti seseorang menjual barang yang
telah dijual sebelumnya kepada orang lain, atau perkataan
seseorang kepada saudaranya : “saya menjual barang ini kepadamu
dengan harga sekian jika dibayar kontan, dan harga sekian (dalam
kadar yang berbeda) jika dibayar berangsur”. Untuk kasus yang
pertama, jika transaksi itu telah terjadi, maka penjualan yang
kadua hukumnya tidak sah karena barang yang diperjualbelikan itu
sudah bukan menjadi miliknya lagi;

8. Terdapat didalamnya unsur tolong menolong dalam perbuatan
dosa dan maksiat, seperti meuyewakan toko kepada orang lain
yang akan mempergunakannya sebagai tempat menjual barang-
barang terlarang atau yang diharamkan agama, membeli barang
hasil curian, serta menjalin kontruk %erja dengan penjual babi,
minuman keras dan semacamnya;

9 Menarik minat pembeli (berpromosi) dengan melakukan
propaganda bohong, “sumpaa palsu”, dan lzin-lain®>

B. Bentuk Badan Hukum Lembaga Kenangan

Badan hukum merupakan pendukungz kewajiban dan hak sebagaimana
manusia. Sebagai pendukung -kewajibﬁn den hak, badan hukum dapat
mengadakan hubungan dengan pihak lain sesuai dengan bisnis yang ia
jalankan. Oleh karenanya badan hukum mempunyai kekayaan sendiri yang
terpisah dari kekayaan pengurué atau pendirinya. Segala kewajiban hukum
harus dicukupi dari kekayaan yang dimiliknya sendiri. Meskipun mendapat
pinjaman dana dari pengrurus maupun pihak lain, pinjaman itu tetap dihitung
sebagai hutang badan usaha. ‘

Setiap badan hukum harus mcmpunfai anggaran dasar yang mendapat

pengesahan dari Menteri. Bagi badan hukum vang berbentuk ;perseroan

terbatas (PT) anggaran dasarnya disabkan eleh Menteri Kehakiman sesuai

35y Makhalul Ilmi SM, Teori dan Praktck Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah, ULl
Press, Yogyakarta., , 2002 him. 26-28

[UPT-PUSTAK-URDIP)
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dengan pasal 7 ayat 6 UU. No.l tahun 1995. Bagi badan Hukum Koperasi
pengesahan anggaran dasarmnya dilakuka}l oleh Manteri Koperasi sebagaimana
disebutkan dalam pasal 10 ayat 2 UU. No. 25 tahun 1992. Sedangkan bagi
perusahaan yang berbentuk perum atau persero disahkan oleh Menteri
Keuangan,

Pengesahan oleh Menteri &ang bersangkutan dilakukan untuk
memberikan pembenaran bahwa anggaran dasar badan hukum perusahaan
yang bersangkutan tidak bertentangan dengan ketertiban umum maupun
kesusilaan. Disamping dilakukannya pengesahan itu untuk menentukan bahwa
sejak tanggal pengesahan itu badan hikum yang bersangkutan memperoleh
status hukum. |

Berkaitan dengan bentuk badan hukum perbankkan, dalam Pasal 21
UU. No. 7 tahun 1992 tentang perbankkan disebutkan |

(1) Bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa salah satu dari :

a. perusahaan perseroan;

b. perusahaan daerah;

¢. koperasi; |

d. perseroan terbatas.

(2) Bentuk hukum suatu Bank Perl_deditan Rakyat dapat berupa ;

a. perusahaan daerah;

b. koperasi;

¢. perseroan terbatas,

d. bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
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Badan hukum perbankkan yang Bmlpa PT keberadaannya harus
sesuai dengan tata aturan yang tertuang dalam UU. No. 1 tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas. Sedangkan badan hukum usaha perbankkan yang
berbentuk koperasi sepenubnya tupduk pada UU. No. 25 tahun 1992 tentang
Perkoperasian.

B.1. Perseroan Terbatas (PT)
B.1.1. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas terdiri dari dva istilah, yaitu “perseroan” dan
“terbatas”. Istilah “perseroan” menunujuk kepada cara menentukan
modal, yaitu terbagi dalam sahem, dan istilah “terbatas” menunjuk
kepada batas tanggungjawab pémegang saham, yaitu sebatas jumlah
nominal saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah perusahaan
persekutuan badan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 butir (1)
UUPT .

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah
badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang
seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan
yang ditetapkan dalam undang-undang ini, serta peraturan
pelaksanaannya”.
B.1.2. Unsur-unsur badan huxum Perseroan Terbatas
Perseroan sebagai badan hukum harus memenuhi unsur-unsur
badan hukum seperti yang ditentukan dalam UUPT, yang diuraikan
sebagai berikut :
(a) Organisasi yang teratur; Dalam Pasal 1 butir (2) UUPT,

perseroan terbatas mempunyai organ yang terdiri dari Rapat Umum
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Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. Keteraturan ini
dapat diketahui meia]ui ketentuan UUPT, Anggaran Dasar perseroan,
Anggaran Rumah Tangga perseroaﬁ, dan keputusab RUPS.

(byKekayaan sendiri; Menurut Pasal 24 ayat (1) UUPT,
perseroan memiliki kekayaa sendiri berupa modal dasar (authorized
capital) yang teridini dari selurub nilai nominal saham. Selain itu
perseroan juga mempunyai kekayaan dalam bentuk lain yang berupa
benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud
misalnya kendaraan bermotor, barang inventaris, surat berharga,
piutang perseroan.

(c) Melakukan hubungan ‘hukum sendiri; Menurut ketentuan
Pasal 82 UUPT Direksi bertanggungjawab penuh atas pengurusan
perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili
per.seroan baik di dalam maﬁpun di luar pengadilan. |

(d)Mempunyai tujuan sendiri; Sebagai badan hukum yang
melakukan usaha, perseroan mempunyai tujuan sendiri yang
ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan (Pasal 12 butir (b) .
UUPT). Karepa menjalankan perusahaan, maka tujuan perseroan

adalah mencari keuntungan.’

B.1.3. Cara Mendirikan Perseroan

Dalam mendirikan suatu perseroan harus dipenuhi syarat-
syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang

perseroan. Syarat-syarat dan prosedur tersebut, yaitu :
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a. Syarat-syarat

1) Didirikan oleh dua orang ateu lebih; Menurut ketentuan dalam
Pasal .7 ayat (1) UUPT, perseroan didirikan oleh dua orang
atéu lebih (selain perseroan Badan Usaha Milik Negara (Pasal
7 ayat (5) UUPT)), baik perseorangan atau badan hukum;

2) Didirikan deﬁgan akta otentik; Perseroan adalah badan hukum,
maka perjanjian pepdirian perseroan harus dibuat dengan akta
otentik dimuka notaris (Pasal 7 ayat (1) UUPT). Akta otentik
tersebut memuat Anggaran Dasar perseroan;

3) Modal dasar perseroan; Modal dusar perseroan paling sedikit
20 (dua puluh) juta rupiah (Pasal 25 UUPT). Tetapi peraturan
pelaksanaan yang méngamr bidang usaha tertentti misalnya
perbankan, perasuransian dapst menentukan jumlah minimum
modal dasar perseroan yang melibihi 20 (dua puluh) juta
rupizh. Pada saat pendirian, paling sedikit 25% dari modal
dasar harus telah ditempatkan, dan telah disetor paling sedikit
50% dari nilai nominal setiap sahm yang dikeluarkan.

b. Prosedur; | l

1) Pembuatan akte pendirian di muka notaris;

2) Permohonan pengesahan secara tertulis oleh Menteri
Kehakiman, hal ini penting karena status badan hukum
perseroan diperoleh se:el_gh akta pendirian disahkan oleh

Menteri Kehakiman (Pasal 7 ayat (6) UUPT),




3)

4)
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Pendaftaran  perseroan. Direksi  perseroan  wajib
mendaftarkan dalam Daflar Perusahaan scbagaimana
dimaksud dalam undaﬁg—ﬁndang wajib daftar perusahaan
akta pendirian. beserta surat pengesahan Menteri
Kehakiman. Pendaftaran wajib dilakukan dalam -wakiu

paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau

‘persetujuan diberikan (Pasal 21 UUPT);

Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara. Perseroan
yang telah didaftar diumumkan dajam Tambahan Berita
Negara (Pasal 22 UUPT). Permohonan pengumuman
perseroan dilakukan oleh Direksi dalam waktu paling
lambat 30 (tiga puluh) l;éd terhitung sejak pendaftaran,
sesuai dengan tata cara yang telah diatur oleh undang-

undang.

B.1.4. Organ Perseroan

Menurut ketentuan Pasal 1 UUPT, organ perseroan adalah

sebagai berikut :

1.

2.

3.

Rapat Unnm Pemegang Saham (RUPS),
Direksi, dar

Komisaris.

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS adalah organ ‘persexl'_Gan yang diselenggarakan oleh

direksi dan memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan serta '
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memegang segala wewenang yaag tidak diserahkan kepada Direks’
atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT atau
Anggaran Dasar. RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
RUPS tahunan diadakan dalani waktu paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun buku. Dalam RUPS tahunan harus diajukan dokumen
perseroan. RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan
kebutuhan.
b. Direksi
Direkst adalah pemegang kepengurusan perseroan. Orang-
orang yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang
yang :
a) mampu melaksanakaii pf:;bun.atan hukum;
b) tidak pernah dinyatakan pailit; atau
¢) tidak permnah menjadi angzota Direksi yang dinyatakan
bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
atau
d) tidak pernah dihukurﬁ karena melakukan tindak pidana
yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima)
tahun sebelum penganglfatan (Pasal 79 UUPT)
Anggota direksi diangkat olleh RUPS dalam jéngka waktu
tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali, Tata cara peﬁca]onan,
pengangkatan, pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Anggarap

Dasar tanpa mengurangi hak pemegang saham.  Direksi
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bertanggungjawab penuh atas pengurusar  perseroan  untuk
kepentingan dan tujuan pe-seroan serta mewakili perseroan di dalam
dan di luar pengadilan {Pasal 80-82 UUPT). Selain itu Direksi tidak
berwenang mewakili perseroan apabila :

a) terjadi perkara di depan pengadilan antara perseroan
dengan anggota direksi yang bersangkutan.

b) anggota Direksi yang  bersangkutan  mempunyai
kepentingan yang berteutangan dengan kepentingan
perseroan.

Direksi wajib:membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham,
risalah RUPS, risalah rapat direksi, dan penyelenggaraan pembukuan
perseroan serta menyimpan semuanya di tempat kedudukan perseroan.

Anggota Direks_i dapat diberhentikan atau diberhentikan

sementara oleh RUPS 'bgrdasarkan keputusan RUPS dengan
menyebutkan alasannya setelah diberi kesempatan membela diri
dalam RUPS. Pemberhéntian seméhtara diberitahu'an secara tertutis
kepada direksi yang bersangkutan. Dalam waktu paling lambat 30
(tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara haius
diadakan RUPS untuk memberi kesempatan membela diri. Apabila
dalam waktu 30 (tiga ﬁulull) hari itu tidak diadakan RUPS, maka
pemberhentian sementara batal (Pasul 91 dan 92 UUPT)

¢. Komisaris
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Komisaris diangkat oleh RUPS dalam jangka waktu tertentu
dengan kemungkinan‘ diangkat kembali. Tata cara pencalonan,
pengangkatan, dan pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran
Dasar (Pasal 94 dan 95 UUPT). Orang-orang yang dapat diangkat
menjadi Komisaris adalah orang perseorangan yang :

a) mampu melaksanakan perbuatan hukum;

b) tidak pernah dinyatakan pailit; atau

c) tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang

dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan
dinyatakan pailit; atau

d) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana

yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima)
tahun sebelum pengéngkatan (Pasal 96 UUPT)

Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Dircksi dalam
menjalankan perseroan serta memberikan nasihat k'epada Direksi.
Anggota komisaris dapat diberhentikan atau diberhentikan sementara
oleh RUPS. Ketentuan mengenai pemberhentian dan pemberhentian
sementara Komisaris sama halnya dengar. yang berlaku terhadap
Direksi. "

B.1.5. Pemeriksaan Perseroan
Pemeriksaan  dilakukan untuk mendapatkan data atau

keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa
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a) perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan
pemegang sahaﬁl atau pihak ketiga; atau

b) anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan melawan
hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau
pihak ketiga (Pasal 110 ayat (1) UUPT).

Pemeriksaan dilakukun dengan mengajukan permohonan
secara tertulis kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya
meliputi tempat kedudukan perseroan. Permohonan itu hanya dapat
dilakukan oleh :

a) pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama perseroan
apabila mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; |

b) pihak lain yang dalam Anggaran Dasar perseroan atau perjanjian
dengan perseroan diberi wevwenang uuntuk mengajukan
p‘ermohonan pemerikasaan; atau

c) kekaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum (Pasal 110 ayat
(2) dan (3) UUPT)

Ketua Pengadilan Negeri berhak _menolak atau mengabulkan

permohonan. Permohonan tersebut ditolak apabila tidak berdasarkan

alasan yang wajar. Apabila permohonan dikabulkan, maka Ketua,

Pengadilan Negeri mr:ngeluarkan: penetapan bagi pemeriksaan dan

pengangkatan paling banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan
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pemerikasaan dan menentukan jurnlah maksimum biaya pemeriksaan
yang harus dibayar oleh perseroan.
B.1.6 Pembubaran Perseroan dan Likuidasi

Dalam Pasal 114 UUPT, Perscroan dapat dibubarkan karena :
a) keputusan RUPS; |
b) jangka waktu berdiri yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah

berakhir;
¢) penetapan pengadilan.

Selain itu dalam Pasal 115 .UUPT ditentukan bahwa Direksi
dapat mengajukan usul pembubaran kepada RUPS. Keputusan RUPS
tentang pembubaran perseroan sehi apabila diambil sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan da’iarﬂ undang-undang dan Anggaran
Dasar. Perseroan bubar pada saat yang ditetapkan dalam keputusan
RUPS. Pembubaran perseroan diikuti likuidasi oleh likuidator.

Dalam hal perseroan buba£, likuidator dalam waktu paling
lambat 30 (tiga puluh) hari wajib :

a) 1endaftarkan dalam Daftar Pmmeihaan;

b) mengajukan permohonan untuk divinumkan dalam Berita Negara
R

¢) mengumumkan dalam dua surat kabar harian;

d) memberitahukan kepada Menteri Kehakiman.

Selama pendaftaran dan pengumurhan belum dilakukan, maka

bubarnya perseroan tidak berlaku bégi pihak ketiga. Apabila likuidator
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lalai mendaftarkan perseroan yang buber itu, maka likuidator secara
tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian pihak ketiga (Pasal
118 UUPT).

Perseroan yang bubar tidak dapat melakukan hukum kecuali
diperlakukan untuk memb ereskan  kekayaannya dalam proses
likuidator. Tindakan peinberesan tersebut meliputi :

a) pencatatan dan pengumpulan kekayaan perseroan;

b) penetuan tata cara pembagian kekeyaan;

¢) pembayaran kepada para kreditur;

d) pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang
saham;

e} tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan
pemberesan kekayaan. -

Apabila dalam pembubaran perseroan tidak ditunjuk
likuidator, maka Direksi beﬁindak selaku likuidator. Mengenai
ketentuan pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian,
wewenang, kewajiban, tanggungiawab Likuidator sama halnya dengan
ketentuan yang berlaku pada Direksi.

Selain ketentuan pembubaran perseroan diatis, dalam pasal
117 disebutkan bahwa Pengadilaﬁ Negeri juga dapat membubarkan
perseroan berdasarkan | |
a) permohonan kejaksaan karena perseroan melanggar kepentingan

umum;
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b) permohonan satu orang pemegang saham atau lebih yang
mewakilipaling sedikit 1/10 (satp Persepu’uh) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara yang saly;

c¢) permohonan kreditur karena Lperseroan tidak mampu membaj/ar
hutangnya setelah dinyatakan paiit, atau kekayaan perseroaﬁ tidak
cukup untuk melunasi seluruh hutangnya setelah pernyataan pailit
dicabut; |

d) permohonan pihak berkepen‘tingan karena adanya cacat hukum
dalam akta pendirian perseroan.

B.2. Koperasi
B.2.1. Pengertian Koperasi
Kata koperasi berasal dari bahasa Inggns “cooperation” atau
bahasa Belanda “cooperatie”, 'artinya kerja sama yang terjadi antara
beberapa orang untuk mencapai tujusn yang sulit dicapai secara
perseorangan.36 Tujuan yang sama itu adalah kepentingan ekonomi
berupa peningkatan kesejahteraan bersama. Kerja sama ity misalnya
dalam kegiatan bidang produksi, konsursi, jasa dan perkreditan.”’
Sementara itu, menurut Saﬁusi Bintang Koperasi adalah badan
usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi

dengan melandaskan kegiatannya Verdasarkan prinsip koperasi

36y M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Raja Grafindo Persada,
,2003, him. 161 - . _
¥y Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti,
Bandung. 1999, him. 81
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sekaligus sebagai gerakan ekonomi vakyat vang berdasarkan atas asas

kekeluargaan.>®

Untuk memahami pengertian koperasi dengan baik, perlu
dibedakan antara koperasi dari ségi ekonomi dan koperasi dari segi
hulkumm. Koperast dari segt ekonorni adalah perkumpulan yang
memiliki ciri-ciri khusus berikut ini :

{a) Beberapa orang yang disatukan oleh kepentingan ekonomi yang
sama;

(b) Tujuan meraka baik bersama maupun perseorangan adalah
memajukan kesejahteraan bersama dengan tindakan bersama
secara kekeluargaan;

(c) Alat untuk mencapai tujuan itu adalah badsn usaha yaang dimilliki
bersama, dibiayai bersama, dikelola bersama,;

(d) Tujuan badan usaha adalah meningkatkan kesejahteraan semua
anggota perkumpulan.®’

Apabila anggaran dasar perkumpulan yang memiliki ciri-ciri
khusus tersebut disahkan dan didaftarkan oleh Pejabat Koperasi
setempat menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
perkoperasian, maka perkumpuian itu disebut Koperasi dari segi
hukum. Setiap Koperasi dari segi hukum adalah badan bukum, dan ini
diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian.

B.2.2. Asas, Tujuan, dan Fungsi Koperasi
Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang

No. 25 Tahun 1992, landasan koperasi adalah Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945 berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam pasal

¥y ganusi Bintang, Dahlan , Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Dan Bisnis, PT. Citra

Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm. 46
Y fbid., hlm, 82
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tersebut tidak terdapat penjelasan mengenai asas kekeluargaan. Tetapi
kekeluargaan dapat diartikan seﬁaézu" kesadaran bekerja sama dalam

badan usaha koperasi oleh semua untuk seml;;\“dibawgh pimpinan

e
b

pengurus dan pengawasan para anggota atas dasar keadilziﬂ\dm.,___

kebenaran untuk kepentingan bersama. Berbeda dengan Perseroan
Terbatas, jika koperasi berdasakan asas kekeluargaan, yang

berorientasi pada kesejahteraan bersama, maka Perseroan Terbatas

berasakan komersial yang berorientasi pada keuntungan sebesar- -

besarnya bagi pemegang saham dan perseroan. Jika koperasi
. merupakan akumulasi orang, nr]aka' Perseroan Terbatas merupakan
akumulasi modal. | |

Menurut ketentuan dal'am Pasal 3 Undang-Undang No. 25
Tahun 1992 bahwa kopél;asi bertujuan  untuk  memajukan
kesejaﬁtéraan anggota i)ada khususnya dan masyarakat pada
umumnya, -serta ikut memba:igun tatanan perekonomian nasional
dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur
berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Perbedaaﬁnya dengan perseroan terbatas, tujuan perseroan terbatas
adalah memperoleh keuntungan -dan «atau laba sebanyak-banyaknya
bagi individu pemegang saham.

Menurut Pasal 4 Undang-Undaag No. 25 Tahun 1992 fungsi

dan peran koperasi adalah :
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(a) membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan
ekonomi anggota pada khususiya dan masyarakat pada umumnya
untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;

(b) berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas
kehidupan manusia dan masyarakat;

(c) memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan
ketahanan perekomomiann nasional dengan koperasi sebagai
sokogurunya;

(d) berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian
nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas
kekeluargaan dan demokrasi ekonotni,

B.2.3. Cara Mendirikan Koperasi
Syarat-syarat, prosedur dan akibat hukum pendirian koperasi

diuraikan dalam Pasal 6-14 ﬁndang—lhdang No. 25 Tahun 1992

sebagai berikut :

(a) Rapat Pembeﬁtukan Koperasi ; Sekurang-kurangnya 20 orang
pendiri mengadakan rapat pembentukan koperasi, dari rapat
tersebut dibuatkan berita acara yan;z memuat catatan tentang hasil
kesepakatan, jumlah anggota dan nama mereka yang diberi kuasa
untuk menandatangani akta pendirian. Akta pendirian tersebut
memuat Anggaran Dasar"Koperasi yang disusun berdasarkan
pedomaﬁ dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992.

{b) Surat Permohonan Pengesahan ; Para pendiri mengajukan surat
permohonan pengesahan pendirian koperasi yang dilampiri dengan
akta pendirian dan petikan berita.acara rapat kepada Pejabat yang
diangkat oleh dan merdapat kuasa khusus dari Menteri Kopzrasi,

Pada waktu menerima akta pendirian, Pejabat menyerahkan

sehelai tanda terima yang benmégaj kepada para pendiri koperasi.
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(¢) Pengesahan dan Pendaftaran Akta Pendirian ; Jika pejabat koperasi
berpendapat bahwa isi akta pgndirian (Anggaran Dasar) tidak -
bertentangan dengan undang—unidang, maka menurut ketentuan
Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 pengesahan
akta pendirian dibeﬁkqn dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan setelah diterima permintzan pengesahan. Akta pendirian
yang telah disahkan itu didaftarkan dalam buku daftar umum yang
disediakan untuk keperluan itu di kantor Pejabat dengan dibubuhi
tanggal dan nomor pendaftaran serta tanda tangan pengesahan
Pejabat. Tanggal pengesahan akta pendirian berlaku sebagai
tanggal resmi berdirinya koperasi. Sejak tanggal pengesahan itu,
koperasi yang bersangkutaii adalah badan hukum (Pasal 9 Undang-
Undang No. 25 Tabun 1992)

(d) Pengiriman Akta Pendirian Kepada Pendiri ; Akta pendirian yang
bermeterai dikirim kepada para pendini untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya. Sedangkan akta pendirian yang tidak
bermeterai disimpan di kantor Pejebat. Jika ada perbedaan antara
dua akta pendirian tersebut, yang disimpan dikantor Pejabat
dianggap benar.

(e) Pengumuman dalam Berita Neéarzl  Setiap akta pendirian yang
sudah disahkan diumumkan oleh Pejabat dengan menempatkannya

dalam Berita Negara. Tetapi pengesahan sebagai badan hukum
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sejak pengesahan akta pendirian, bukan sejak diumumkan dalam

Berita Negara.

B.2.4. Organisasi dan Bidang Usaha Koperasi

Koperasi mempunyai dua jenis organisasi, yaitu Koperasi
primer dan Koperasi sekunder. Menurat ketentuan Pasal 6 Undang-
Undang No. 25 Tahun 1992 Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-
kurangnya 20 (dua puluh) orang, sedungkan koperasi sekunder .
dibentuk oleh sekurang—kurangnya‘ tiga koperasi. Persyaratan 20 orang
anggota dimaksudkan untuk menjaga kelayakan usaha dan kehidupan
koperasi. Orang-orang pembentuk koperasi adalah mereka yang
memenuhi persyaratan keanggotaan dan mempunyai kepentingan
ekonomi yang sama.

Menurut ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 25 Tahun
1992, persyaratan menjadi anggota _iKoperasi adalah setiap warga
negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum (bagi
Koperast Primer), atau Koperasi yang memenuhi persyaratan
sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar (bagi kopgrasi
Sekunder). Persyaratan ini dimaksudkan sebagai konsekuensi
Koperasi adalah badan hukum. Namun, khusus bagi pelajar/siswa -
dan/atau yang disamakan dan dianggap belum mampu melakukan
tindakan hukum dapat membentuk Koperasi tetapi tidak disahkan

sebagai badan hukum dan statusnya hanya Koperasi tercatat.




68

Menurut ketentuan Paéal 43 ayat (3) Undang-Undang No. 25
Tahun 1992, bidang usaha Koperasi pada dasarnya dapat meliputi
segala bidang kehidupan ekonomi ral%yat. Yang dimaksud dengan
kehidupan ekonomi rakyat adalali semua kegiatan ekonomi yang
dilaksanakan dan menyangkut kepcntingan orang banyak. Dalam
menjalankan fungsi dan perannya, icoperasi -dapat mendirikan dan
memiliki unit produksi langsung berada .cl.i:bxélwdh tanggungjawab dan
pengawasan Pengurus Koperasi. Unit produksi ini merupakan satu
kesatuan dengan koperasi. Oleh karema itu, manajemennya tidak
terpisah dard manajemen seluruh kegiatan usaha koperasi yang
bersangkutan. Unit produksi adalah alat koperasi selaku badan usaha
untuk mewujudkaix tujuan koperasi.

Penggolongan bidang usaba koperasi seharusnya diadakaén
berdasarkan kebutuhan dan tujuannya. Pada wmumnya bidang usaha
koperasi meliputi bidang produ'k‘:;, konsumsi, perkredita, dan jasa. Atas
dasar ini pengolongan koperasi adalah schagai berikut :

(a) Koperasi Produksi ; Koperasi ini bergerak dalam bidang usaha
pengadaan, penciptaan bshan-bahan  keperluan dasar dan
keperluan konsumsi sehari-seheri. Contohnya adalah Koperasi
Tahu Tempe, Koperasi Nelayan, Koperasi Batik, Koperasi Kopra.

(b) Koperasi Konsumsi ; Koperasi ini bergerak dalam bidang usaha

pemenuhan kebutuhan keperludn sehari-hari. Contohnya adalah
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Koperasi Mahasiswa, Koperasi Kesejahteraan Guru, Koperasi
Pegawai Negeri.

{c) Koperasi Kredit ; Képerasi' ini bergerak dalam usaha simpan
pinjam uang. Contohnya adalah Koperasi Simpan Pinjam.
Koperasi ini sangat membantu anggota yang memerhtkaﬁ segera
sejumlah uang, misalnya keperluan sekolah anak-anaknya.

(d) Koperasi Jasa ; Koperasi ini -bergerak dalam bidang usaha
penyediaan jasa tertentu misalnya bidang jasa angkutan darat.
Contohnya adalah Kopti Jaya, Kopaja, yang berusaha di budang
jasa transportasi.

B.2.5. Perangkat Organisasi Koperasi

Menurut ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 25 Tahun
1992, perangkat organisasi Koperasi terdiri dari Rapat Anggota,
Pengurus, dan Pengawas. 3

Berikut setiap perangkat akan diuratkan secara singkat.
a. Rapat Anggota

Menurut ketentuan Pasal 22 Undang-Undng No. 25 Tahun
1992, Rapat Anggota merup‘akan pemegang kekuasaan tertinggi
dalam tata kehidupan Koperasi. Dalamn Pasal 24 Undang-Undang No.
25 Tahun 1992 ditentukan bahwa Rapat Ahggota diambil berdasarkan
musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat,

pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Dalam Pasal 26 Undaag-Undang No. 25 Tahun 1992 ditentukan
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bahwa rapat anggota diadakan paling sedikit sekali dalam setahun.
Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus
diselenggarakan palling laﬁlbat 6 (enam) bulan setelah tahun buku
lampau.

Dalam Pasal 23 dan 25 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992
mengatur mengenai kewenangan dan hak Rapat Anggota. Menurut
Ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 25 Tahun
1992, Rapat Anggota Menetapkan :

a. Angparan Dasar;

b. kebijaksanaan wmum di-bidang,prganisasi, manajemen, dan usaha
Koperasi;

c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus, dan
Pe;ngawas;

d. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi,
serta pengesahan laporan keuangan,

e. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dajam pelaksanaan
tugasnya; |

f  pembagian sisa hasil usaha;

g. penggabungan, peleburan, perﬁbagian, dan pembubaran koperasi.

Selain kewenangan tersebut, dalam Pasal 25 Undang-
Undang No. 25 Tahun 1992 juga diterangkan balwa Rapat Anggota
berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan

Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi.

‘
i
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b. Pengurus Koperasi

Menurut ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No. 25 Tahun
1992, Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.
Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. Untuk pertama
kali susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta
pendirian. Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tabun.
Persyaratan untuk dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus
ditetapkan dalam Anggaran Dasar. -

Pengurus Koperasi bertugas: |

a. mengelola koperasi dun usaharya;

b. mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan

rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi;
c. menyelenggarakan Rf;lpat fmggota;
d. mengajukan laporan_ keuangan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

e. memelihara daftar buku anggota dan Pengurus.

Menurut ketentuan dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 25
Tahun 1992, Pengurus koperasi berwenang mewakili Koperasi di
muka dan di luar pengadilan, memutuskan penerimaan dan penolakan
anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar. Disamping itu Pengurus juga berwenang melakukan
tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemaqfaatan Koperasi

sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota.
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Selain itu dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 juga
ditentukan bahwa segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya
dipertanggungjawabkan oleh Pengurus kepada Fapat Anggota atau
Rapat Anggota Luar Biasa,

¢. Pengawas Koperasi _

Pasal 38 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 mengatur bahwa
pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat
Anggota. Oleh karena itu, Pengawas bmangglmgjawéb kepada Rapat
Anggota. Sedangkan persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat
sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar,

Dalam Pasal 39 Uﬁdang—Undang No. 25 Tahun 1992
menerangkan bahwa Pengawas bertugas melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi,
membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya, Dalam
~ pelaksanaan tugasnya itu Pengawas berwenang meneﬁti catatan yang
ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang
diperlukan. Pengawas harus_ merahasiakan  hasil pengawasannyw.
terhadap pihak ketiga. )

Pasal 40 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 juga
menerangkan babwa untuk melaksenakan pengawasan, Koperasi dapat
menunta jasa audit kepada akuntan publik. Permintaan jasa ini
‘dilakukan dalam rangka peningkdtan efisiensi, pengelolaan yang

bersifat terbuka, dan perlindungan bagi pihak yang berkepentingan.
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B.2.6. Modal Koperasi

Dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 25
Tahun 1992 menerangkan bahwa modal Koperasi terdiri dari modal
sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal yang
inenanggung resiko, atau disebut modal ekuiti. Modal sendiri dapat
berasal dari simpanan pokol_‘c, simpanan wajib, dana cadangan, hibah
(Pasal 41 ayat (2) Undang-Undan.g No. 25 Tahun 1992). Simpanan
pokok adalah sejumiah wang yang sama banyaknya yang wajib.
dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi
anggota. Simpanan wajib adalah j Lﬁnlah simpanan tertentu yang tidak
harus sama yang ‘wajib dibz'ij'ar oleh anggota kepada koperasi dalam
waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan pokok dan simpanan wajib
tidak dapat diambil kembaﬁ selama yang bersangkutan menjadi
anggota, Dana cadangaﬁ adalah Sejtunlah uang yang diperoleh dari
penyisihan sisa hasil usaha yéng dimaksudkan untuk memupuk modal
sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila dip erluka_n.

Menurut ketentuan PasalL 41 ayat (3) Undang-Undang No. 25
Tahun 1992, modal pinjaman adalah modal yang dapat berasal dari ;

a. anggota koperasi;

b. koperasi lain dan/atau anggotanya;

c. bank dan lembaga keuangan lainnya;

d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;

e. sumber lain yang sah.
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Modal pinjaman diperoleh berdasarkan ketentuan undalglg-
undang atan perjanjian dengan pihak yang 5ersangkutan. Selain éitu
koperasi dapat pula melakukan pemupukan médal yang berasal d_ari
peﬁyertaan (Pasal 42 ayat 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992/Pasal
3 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1998, yang diundangkan pa;da
tanggal 28 Februari 1998 melalui Lembaran Negara No. 47 Tahun
1998 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan), baik bersumléer
dari pemerintah inaupun dari masyarakat, Pemilik modal penyertagan
tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota dan dalz;ln
menentukan kebijaksanaan koperasi secara keseluruhan, Namun, daéat
ditkut sertakan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investési
yang didukung oleh modal penylertaannya sesuai dengan perjanjian.

Untuk memupuk modal penyertaan, koperasi sekuran'g—
kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. telah memperoleh status sebagai badan hukum;
b. membuat rencana kégn’:?;tan dari- usaha yang akan dibiafai
modal penyertaan; dan :
¢. mendapat persetujuan Rapat Anggota (Pasal 6 PP No. 33
Tahun 1998). |
Pemodal ikut menanggung resiko dan bertanggimg\jawéb
terhadap kerugian usaha yang dibfayui modal penyertaan sebatas nilai
modal penyertaan yang ditanamkanny: dalam koperasi (Pasal 7 ayfat

(1) PP No. 33 Tahun 1998). Pemodal berhak memperoleh bagiz:m
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keuntungan dari usaha yang dibiayai modal penyertaan (Pasal 8 PP
No. 33 Tahun 1998).

[UPT-PUSTAK-URDIP




BAB III

HASH. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN
A.1. Eksistensi Baitul Maal Wat Tamwil
1.1. Latar Belakang Munculnya Baitul Mal wat Tamwil

Lahirnya lembaga keuangan syari'ah termasuk Baitul Mal wat
Tamwil sesungguhnya juga dilatarl;elakangi oleh pelarangan riba dalam
Islam yang secara tegas dilarang oleh Quf’an. Beragamnya praktek
transaksi ekonomi yarg dilakukan. masyarakat pada saat ini, baik yang
terjadi antar sesama umot Islam atarpun antara umat Islam dan umat yang
lain telah menempati ruang tersendiri dalam wacana Hukum Islam Satu hal
yang masih terus dibicarakan orang kaitannya dengan hal tersebut adalah
mengenat status hukum bunga bank dalam Islam.

Sebagian umat Islam menyatakan bahwa bunga bank yang sekarang
diterapkan perbankan konvensicqal adalah salah satu bentuk bunga yang
dilarang oleh Al-Qur’an. Meskipun mereka tidak mengingkari keberadaan
bank-bank konvensional tersebut telah banyak membantu perkonomian
masyarakat. Realitas inilah yang melatarbelakangi munculnya lembaga
keuangan Islam yang tidak menggunakan cara-cara yang ditempuh oleh
bank-bank konvensional, atau yémg lebih dikenal dengan lembaga
keuangan syari'ah.

Dari awal sejarah berdirinya BMT merupakan lembaga keuangan
yang bersifat altemnatif. Hal in, terjadi karena UU. No. 7 tahun 1992

tentang Perbankan hanya mengakui adanya dua lembaga keuangan bank
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yaitu Bank Umum dan Bank:Perkreditan Rakyat (BPR). Bank umum
mempunyai wilayah operasi yar.g cukup luas cakupannya yaitu meliputi
wilayah perkotaan dan sekitarnya, sedangkan BPR mem‘punyai' wilayah
cakupan kecamatan. Keberadaan dua lembaga keuangan tersebut yang
diakui keberadaannya oleh undang-undang belum dapat melayani
sepenuhnya kepentingan umat, apalag: lembaga keuangan yang beroperasi
secara syari’ah baru Bank Muamelat Indonesia (BMI) sebagai lembaga
bank umum dan beberapa Bank Perkreditan Rakyat Syari’ah (BPRS).
Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan
menengah. Maka atas dasar te?sebut sebagai salah satu solusinya adalah
dengan membentuk BMT. Pembentukan BMT ini dimungkinkan karena
pembentukannya tidak terikat .dengla‘ig peraturan pemerintah sebagaimana
Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. .
Keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran :

a. menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syari’ah.
Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti
penting sistem ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan

~ pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang
Islami; :

b. melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus
bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan
mikro, misal dengan jalan pendampingan, pembinaan,
penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah
atau umum; .

¢. melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang
masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu
memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan
segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih
baik, misalnya ; selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang
sederhana dan Jain sebaginya;

d. menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang
merata. Fungsi BMT langsung berhudapan dengan masyarakat
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yang komplek dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu,
langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka
pemetaan skala prioritas vang harus diperhatikan, misalnya
dalam pembiayaan BMT harus memperhatikan kelayakan
nasabah dan jenis pembiayaan.®
1.2. Pengertian Baitul Mal Wattamwil
. Baitul Mal wat Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu “baitul
maal” dan  “baituttamwiil”. Baitul maal adalah lembaga ekonomi
berorientasi sosial-keagamaan yang kegiatan utamanya adalah menampung
harta masyarakat dari berbagai sumber termasuk zakat, dan
menyalurkannya untuk tujuan mewujudkan kemaslahatan umat dan baﬁgsa
dalam arti seluas-l.uasny:a.. Adapun taitul maal BMT adalah jenis lain dari
baitul maal kontemporer yang memiliki cakupan kegiafan yang lebih
sempit, yaitu sebatas menghimpun dana zakat, infaq, shadaqah yang
dimungkinkan dalam kerangka manajemen BMT.*! Sementara itu dilihat
dari segi istilah fikih Baitul Maal adalah sebuah lembaga atau badan yang
bertugas untuk mengurusi kekayaan negara terutama keuangan, baik yang
berkenaan dengan soai pemnasukan dan pengelolaan, maupun yang
berhubungan dengan masalah pengcluaran dan lain-lain.*
Sedangkan Baituttamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatan

utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan

(simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada

“ Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Kewangan Syari‘ah Deskripsi Dan Ilustrasi,
Ekonisia Fakultas ekonomi UIL, Yogyakarta, 2003, hlin.85-86

" Makhalul Timi SM, Teori Dan Praktek Lembaga Mikro Kenangan Syari'ah, Ull
Press, Yogyakarta, 2002, hlm.66-67

# Harun Nasution, dkk, Elsiklopedi Ishin Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1992,
him. 161 g



masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syari ‘ah melalui
mekanisme yang lazim dalam duniy perbankan,* Dengan demikian, BMT
merupakan lembaga keuangan yang memiliki dua unit usaha sekaligus
dalam bidang pengelolaan ZIS dan perbankan syari'ah sekaligus. Bila
salah satunya tidak ada maka hal ity bukanlah BMT, namun baitul maal
atau baitut tamwil saja. |
1.3. Ciri-Ciri Baitul Maal wat Tamwil
Selanjutnya sebagai  sebuah lembaga keuangan BMT
mempunyai ciri-ciri tertentu, jféitu H
1. usahanya dimaksudkan untuk mendorong sikap dan perilaku
masyarakat dengan menerima simpanan atas dasar balas jasa
berdasarkan bagi hasil; memberi pembiayaan usaha-usaha kegiatan
ekonomi dari Rp.25.000-, sampai Rp.1.000.000~, atau lebih jika
aset BMT sudah cukup besar. Begitu pula jika kegiatan simpan
pinjam telah mantap dan lembaganya telah bekerja dengan
terkendali, dapat melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi riil seperti;
pemasaran, pengembangan teknclogi tepat guna serta kegiatan lain:
2. pengelolaannya secara profesional mengikuti  administrasi
pembukuan dan prosedur perbankan (namun bukan lembaga
perbankan) - dengan pengecualian tidak mengharuskan pakai

Jaminan uang atau harta benda untuk jumlah pinjaman yang kecil;

** Makhalul Ilmi, Op. Cit., him. 67 ‘

M. Amin. Aziz, Prospek BMT Berbadan Hukum Koperasi, dalam Paradigma Baru
Ekonomi Kerakyatan  Sistem Syari’ah, ed. Baihaqi Abd. Majid dan Saifuddin A. Rasyid, PINBUK,
Jakarta, 2000, hlm. 179
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3. modal awal untuk mendirikan BMT lebih kurang Rp. 5.000.000-,
sampai Rp.10.000.000-, (leb'h besar tentu lebih baik) ditambah
dengan fasilitas sarana sekitar Rp. 1.000.600-, sampai Rp.
1.500.000;
4. Pendiri sebagai tim inti terdiri dari 20-40 orang di sekitar lokasi
kte‘mpat didirikannya BMT yang menjadi tim inti yang diharapkan
bersedia menghimpun dana yang dapat juga diangsur beberapa kali,
Kelompok anggota tim inti ini diharapkan merasa memiliki dan
bertanggungjawab terhadap maju mundurnya BMT .dikemudian
hari;
5. Dbiaya operasional sangat. rendah, antara lain karena kecilnya
jumlah staf dan dapat beroperasi pada kondisi yang tidak mewah;

6. jaminannya adalah mengutamakan kepercayaan (rekomendasi)
tokoh setempat dan atéu tanggung renteng;

7. mitra operasi terinfcegrasi dengan lembaga lokal; misalnya
pengajian, lingkungan masjid dan sebagainya.

1.4, Organisasi Baitul Maal Wat Tamwil

Untuk memperlancar tugas BMT, ia mempunyai struktur organisasi
yang mendiskripsikan alur kerja yang harus dilakukan cleh setiap personil
yang ada di dalam BMT tersebut. Struktur organisasi yang ada di BMT
meliputi :

- Musyawarah anggota pemegang simpanan pokok; adalah pemegang

kekuasaan tertinggi dalam merautuskan kebijakan-kebijakan makro;
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Dewan syari’ah; beﬁugas raengawasl dan menilai operasionalisasi

BMT;

Pembina manajemen; bertugas untuk membina Jalannya BMT

dalam merealisasikan program-programnya;

Manajer; bertugas menjalankan amanat musyawarah anggota BMT

dan memimpin BMT dalam nerealisasikan programnya;

Pemasaran ; bertugas dan bertanggungjawab :

a. Mengatur, mengkordinasi dan mengawasi semua aktivitas yang
berhubungan dengan pembiayaaan dan simpanan;

b. Mencari sumber-sumber dana dengan melihat kemungkinan
dan peluang;

c. Mencart calon anggota penyimpanan baru dan usaha-usaha
anggota yang potensiai untuk diberikan pembiayaan;

d. Mengamati posisi setiap pembiayaan anggota, memantau dan
memberikan pembinaan serta me ngusahai(aﬁ agar pelunasannya
sesuai dengan perjanjian yang telah dise[:;akati;

e. Melakukan penagihan ke setiap anggota vyang diberikan
pembiayaan sesuai dengan tanggal atau waktu vang disepakati,
secara arif, medidik, dan efektif; |

f. Mengikuti perkembangan proses permohonan pembiayaan
anggota terutama dalam pemeriksaan kelengkapan dokumen

permohonan pembiayaan;
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Menilai kelayakan jaminan yang diajukan oleh pemohon
pembiayaan; |

Mengklasifikasikan  pembiayaan-pembiayaan yang telah
diberikan ke dalam pembiayaan lancar, diragukan dan macet;
Menganalisa dan memberikan nasehat-nasehat lebih dini
terhadap peminjam kurang lancar dan diragukan, kiat-kiat agar
usahanya lebih berhasil dan mampu membayar cicilan dan bagi
hasilnya;

Mengatur pelaksanaan eksekusi jaminan bersama-saima dengan
bagian pemasaran;

Memberikan masukan kepada pengelola dalam ‘rangka

memperluas pemasaran.

Kasir ; bertugas dan bertanggungjawab :

L.

2.

melayani anggota dalam hal transaksi vang tunai;

menerima, menyusun, daq menghitung secara hati-hati setiap
setoran tunai dari anggota untuk disimpan di cash box;
bertanggungjawab atas pencatatan, pendataan, pelayanan
informasi kepada anggota dan calon anggota; ;|
mengatur dan menyiapkan pengeluaran uvang tunai yang telah
disetujui oleh pengelola; |

menandatangani formulir-foymulir serta slip setoran dari

anggota;
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bertangungjawab a:as kecocokan saldo akhir laporan harian kas
dengan‘saldo akhir uang tunai yang ada di BMT atau cash box;
bertanggungjawab atas penbuatan mutasi harian atau kas
laporan harian;

bertanggungjawab atas peraiatan dan perlengkapan kerja teller

/kasir.

1. Pembukuan ; bertugas dan beitanggungjawab :

1.

mengawasi kelengkapan bukti-bukti mutasi pembukuan dan
kebenaran pencatatan transaksi;

mengawasi agar semua data yang diperlukan untuk menyusun
laporan telah seluruhnya dicatat;

mengatur dan mengawasi penyusunan laporan keuangan
berkala dan laporan-laporan lain yang diperlukan;

menyiapkan dan membuat laporan untuk PINBUK setiap 1
bulan sekali;

mengarsip/menyimpan semua terkas, surat-surat, dokumen- -
dokumen dan lain scbagainya sehingga tidak hilang, tercecer
atau berantakan; |

bertanggungjawab atas pengaturan pemakaian arsip/data bragian
lain;

bertanggungjawab atas kerapihan kantor, peralatan, dan barang-

barang inventarisnya.
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Bentuk struktur organisasi BMT menurut standar PINBUK dapat

ditlustrasikan dalam gambér sebagai berikut :

Bagan: 1
Struktur Organisasi BMT Standar PINBUK

Musyawarah Anggota

Pemegang Simpanan
Pokok

Dewan Syari’ah _ Pembina Mana,emen 1
Manajer
B. Maal B.Tamwil
Pemasaran Kasir | | Pembukuan

Keterangan : - Garis Koordinasi

- Garis Komando
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa musyawarah anggota
merupakan pemegang simpanan pokok merupakan organ tertinggi dalam

struktur organisasi BMT, ia meqjadi organ yang paling menentukan
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terhadap keberlangsungan BMT péda masa yang akan datang, Disamping
itu, yang tidakka{aﬁ pentingnya adalah kedudukan pembina manajemen
dan dewan syari’ah, dua organ ini harus dapat bekerja sama untuk
menentukan produk‘ apa yang akan ditawarkan BMT kepada masyarakat.
1.5. Bentuk Badani Hukum Baitul Maa! wat Tamwil

Dalam menjalankan kegiatannya, BMT . berdasarkan pada
bentuk hukumlyang berupa 3

1. Koperaéi Serba Usahz atau Koperasi Syari’'ah, atau Koperasi
Simpan Pinjam Syari’ah. Dalam pendiriannya memerlukan anggota
pendiri minimum 20 orang dan dipertahankan maksimum 40 orang ; "

2. KSM (Kelompok Swadava Masyara;kat) dengan mendapat
sertifikasi berupa Sjurat Keterangan Operasional dari PINBUK. Dalam
program PHBK—BI% (Proyek Pengembangan Hubungan Bank Dengan
Kelompok Swadaya Masyarakat) memberikan izin kepada LPSM
(Lembaga Pengembéng Swadaya Masyarakat) tertentu uhtuk membina
KSM atau prakoperasi. Termasuk memberikan izin kepada Pusat -
Inkubasi Bisnis Usaha Kecil untuk melakukan kegiatan pembinaan dan
pengembangan penéusaha mikro melalui pendekatan kelompok. LPSM
inilah yang memberikan sertifikat kepada KSM atau prakoperasi. Dengan
demikian PINBUK adalah sebuah l=mbaga yang sengaja dibentuk untuk
menumbuhkan usah% kecil di Indonesia 'yang kelahirannya di fasilitasi

oleh MUI, Bank Mu’amalat Indonesia dan ICMI,
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A.2. Permasalahan Operasionalisasi Baitul Maal wat Tamwil
2.1. Penghimpunan Dan Penyaluran Dana BMT
a. Penghimpunan Dana BMT

Penghimpunan dana adalah usaha untuk mengumpulkan dana dari
berbagai sumber, baik dari anggota maupun dari pihak lain.*’
Penghimpunan dana ini bertujuan untuk :
-memperbesar permodalan;
-memperbesar asset;
-memperbesar pembiayaan.
Sementara itu jenis sumber dana BMT berasal dari :
1. Simpanan, berupa ;
- simpanan mudharabah;
- simpanan mudharabah berjangka; ‘
~ simpanan wadi ‘ah.
2. Pinjaman, dapat berupa ;
- pinjaman bank;
- pinjaman BUMN;
- pinjaman piﬁak lain.
3. Sedangkan yang berasal dari modal dapat berupa ;
- simpauan polkok;
- simpanan wajib;
- simpanan pokok khusus;

% Buku Pedoman Pengelolaan BMT, Pusat Inkubasi Bisnis Dan Usaba Kecil
(PINBUK), Jakarta, him.30
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- donasi;

- penyertaan modal.‘

Simpanan adalah dena yang dipercayakan oleh anggota, calon
anggota atau koperasi—koperési lain dan atau anggotanya kepada koperasi
dalam bentuk simpanan biasa da;l simpanan berjangka. Ada beberapa
simpanan pada BMT, yaitu ;

1. Simpanan Mudhdrabah, Simpanan yang penyetorannya
dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya bisa dilakukan sewaktu-
waktu selama jam kerja daﬁ simpanan mendapatkan bagi hasil sesuai
kesepakatan (30:70).

2. Simpanan Mudharadah Berjangka, Simpanan yang
dilakukan satu kali dengan jumlah yang disepakati dan pengambilan tidak
boleh diambil sebelum jangka waktu berakhir menurut perjanjian serta
mendapatkan bagi hasil sesuai jangka waktu (3 Bulan 30 : 70, 6 Bulan
40 : 60, 12 Bulan 50 : 50),

3. Simpanan Wadiah, Sifnpanan yang bersifat dana titipan
pihak ketiga dan tidak mendapatkan jasa bagi hasil,

4. Simpanan Pembiayaan, Simpanan yang mendapatkan
fasilitas dari pembiayaan sistem penyetorannya digabungkan dengan
angsuran, simpanan ini boleh diambil bila pinjaman telah lunas,

5. Simpanan Pokok, merupakan simpanan sebagai anggota dan
dibayarkan satu kali yaitu waktu mendaftar sebagai anggota. Simpanan

pokok merupakan komponen modal.
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6. Simpanan Wajiﬁ, Simpanan Anggota yang disetorkan secara
berangsur dan teratur oleh anggota dan besarya sama antara anggota yang
satu dengan yang lain sesuai kesepakatan,

7. Simpanan Pokok Khusus, Simpanan Pendiri yang disetorkan
pada waktu awal pembentukan.

Namun tidak semua BMT mempraktekkan cara penghimpunan
dana diatas. Di BMT “MADE” Demak misalnya, untuk menghimpun
dana dari masyarakat menerima tabungan atau simpanan yang berupa :

a. Tabungan Umat Mudharabah, dengan syarat -

setoran pertama minimal RP. 10.000;

setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap hari kerja;

bagi hasil keuntungan dihitung atas saldo rata-rata harian;

nisbah bagi hasil 30 % untuk nasabah dan 70% untuk BMT.
b. Tabungan Pendidikan Mudhc'zrabalz, dengan syarat:
- setoran pertama minimal Rp. 10.000;
- nisbah bagi hasii 35 % untuk nasabah dan 65 % untuk BMT.
c. Tabungan Pembiayaan, dengan syarat :
- setoran pertama minimal Rp. 20.000;
- nisbah bagi hasil sebesar 30% untuk nasabah dan 70% untuk
BMT. |
Disamping itu, BMT “MADE” Demak juga menerima
simpanan berupa deposito berjangka mudharabah yang merupakaq

simpanan uang di BMT dengan penganbifan kembali ditentukan jangka
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waktunya, sesuai kesepakatan dan mendapatkan bagi hasil, dengan
syarat:
- jangka waktu 3 bulan bagi hasil 35% untuk nasabah dan 65 %
untuk BMT, |
- jangka waktu 6 bulan bagi hasilnya 45 % untuk nasabah dan 55 %
untuk BMT;
- jangka. waktu 12 bulan bagi hasilnya 50% untuk nasabah dan 50%
untuk BMT.

Bagi hasil keuntungan tersebut diberikan setiap bulan dengan
perhitungan rata-rata saldo harian, dan dapat diambil setiap bulan atau
ditransfer ke rekening lain.

Sementara itu untuk menghimpun dana dart masyarakat BMT
“Binama” Semarang mengeluarkan produk simpanan yang berupa :

1. Sirela (Simpanan Sukarela Lancar), yang merupakan
simpanan yang didasatkan pada akad wadiah yaddhomanah dan
mudharabah. Dan atas ijin si penitip dana yang dihimpun tersebut
dimanfaatkan oleh BMT Binama. Untuk pembukaan rekening harus
memenuhi syarat sebagai berikut :

- mengisi aplikasi pembukaan rekening;
- melampirkan foto copy identitas diri;
- setoran awal minimal Rp.SOOO;

- setoran selanjutnya minimal Rp.2000.
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2. Sisuka (Simpanan Sukarela Berjangka), adalah jenis
simpanan yang diperuntukkan bagi orang yang mengingirkan investasi
dana dalam jangka waktu yang relatif lama dengan prinsip syari ‘ah. Bagi
hasilnya ditentukan oleh lamany: dana tersebur disimpan, untuk jangka
walktu :

- satu bulan bagi hasilnya sebesar 40% utuk nasabah dan 60% untuk
BMT;

- 6 bulan bagi hasilnya 45% untuk nasabah dan 55% untuk BMT:

- 12 bulan bagi hasilnya 50% untuk nasabah dan 50% untuk BMT.

Untuk melakukan pembukaan rekening harus memenuhi syarat :

mengisi aplikasi pembukaan rekening;

melampirkan foto copy identitas diri;

setoran awal minimal Rp. 500.000.

3. Simpanan Harian adalah simpanan yang dirancang secara
khusus untuk arus kas usaha atflu pribadi dengan menggunakan prinsip
wadi'ah dan mudharabajh. Simpauan jenis ini nasabah merperoleh bagi
hasil sebesar 20% dan BMT 80%. Untuk membuka rekening harus
memenuhi syarat:

- mempersiapkan aplikasi peﬁbukaan rekening;
- melampirkan berkas administrasi berupa ; foto copy KTP dan untuk -
pemilik usaha ditambah SIUP, NPWP, dan lain-lain;

- setoran awal minimal Rp. 250.000.



91

4. Tasaqur (Tabungan Persiapan Qurban) merupakan tabungan
yang diperuntukkan bagi mereka yang memepunyai rencana untuk
melaksanakan ibadah kurban. Penyetorannya dapat dilakukan sewaktu-
wakiu, namun penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat dzufhijjah.
Dalam simpanan jenis ini psnyimpan memeperoleh bagi hasil 35% dan
BMT mendapat 65%.

b. Penyaluran Dana BMT ‘

Penyaluran dana Bait‘ul Toemwil diantaranya adalah melalui
pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang
dapat dipersembahkan deﬁgan pinjaman berdasarkan persetujuan atau
kesepakatan pinjam meminjam antara BMT dengan pibak lain yang
mewajibkan untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu
disertai dengan pembayaran imbalan.

Unsur-unsur dalam pembiayaan adalah :

a. unsur kepercayaan adalah mempercayakan sejumlah uang untuk
dikelola peminjat..

b. unsur waktu adanya jangka waktu pengembalian pinjaman,

c. unsur resiko yaitu akibat yang dapat timbul karena adanya
jangka waktu antara pemberian pinjaman dan pelunasannya,

d. unsur penyerahan adéhah nilai ekonomi wuang yang
dikembalikan pada saat pzlunasan nilainya sama dengan nilaj
ekonomi uang pada saat pemberian pinjaman.

Jenis-jenis pembiayaan di BMT meliputi :
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a. Al-Mudharabah merupaﬂcan kerjasama antara pihak penyedia
dana (BMT) dengan pih_ak pengusaha vang bertanggungjawab dalam
mengelola dana/usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha akan
dibagi sesuai nisbah Bagi Hasil yaug disepakati dan apabila mengalami
kerugian, kerugian akan ditanggung oleh penyedia dana. Kerugian bagi
pengusaha adalah waktu dan tenaga yvang telah dicurahkan wuntuk
mengelola usaha. Tujuan mudharabah adalah untuk mempertemukan
orang yang memiliki modal tapi tidak memiliki kemampuan/pengalaman
dalam usaha dengan orang yang‘memiliki kemampuan/pengalaman
dalam usaha tetapi tidak memiliki modal. Beberapa hal berkaitan dengan
Mudharabah :

I?&' Pemilik modal tidak dibenarkan untuk mengikuti dalam
pengelolaan perusahaan, karena telah diserahkan kepada
pengusaha.

#  Hendaklah ditentukan persentase pembagian keuntungan pada
awal perjanjian mudharabah.

B. Al-Musyarakah merupakan kerjasama antara dua orang atau
lebih para pemilik modal untuk membiayai suatu proyek. Apabila
memperoleh keuntungan, keuntungan tersebut di bagi menurut nisbah
yang disepakati, apabila mengalami__ kerugian, kerugian tersebut
ditanggung bersama sesuai besertiya modal masing-masing. Beberapa hal

yang berkaitan dengan musyarakah :

e PR
1 B B
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#  Setiap pemilik modal merupakan pémilik perusahaan dan
berhak menjalankan perusahaan tersebut mewakili pemegang
saham;

#  Persentase pembagizn keuntungan pada awal perjanjian
musyarakak;

#  Pemegang sahain dapat menyerahkan pengelola perusahaan
kepada pihak lain yang disepakati bersama; |

7  Pemegang saham dapat memindahkan hak kepentingan atas
perusahaan kepada pihak lain.

c. Al-Murabahah dan B ‘i Bi'‘thaman Ajil (BBA) yaitu penjualan
barang dengan senilai harga pokok ditambah margin keuntungan yang
disepakati bersama antara wvenjual dan pembeli. Mudharabah
menghindarkan transaksi yang m.engz:ndung riba. Setelah terjadi jual beli
dengan nilai diatas, hukumnya mlienj adi hutang piutang antara penjual dan
pembeli dengan jangka waktu pengembalian yang telah disepakati.
Apabila pembayaran dilakukan sckaligus diakhir jangka waktu yang
disepakati, disebut Al-Mudharabah. Sedangkan apabila pembayaran
dilakukan secara cicilan, disebut Ba i Bi'thamen Ajil (BBA).

d.  Al-Qordhul Hasan mcfupak‘an pinjaman vang diberikan
kepada kewajiban sosial. | Perminjam hanya diwajibkan untL;k
mengembalikan sebesar pokoknya saja éesuai jangka waktu yang telah
ditentukan. Meskipun demikian, peminjam dapat saja memberikan

imbalan tambahan dengan sukarela tanpa ada perjanjian sebelumnya,
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Disarankan untuk saat ini, sumber dana untuk Hasan diambil dari dana
infag/shodaqah yang dikelola A/-Qordhu oleh BMT, bukan simpanan
nasabal.

e. Al-Hiwalah  merupakan  pemindahan hutang 'dari
tanggungjawab orang yang bcrhutaﬁg menjadi tanggungjawab orang lain
yang bersedia menanggung hutang.

Namun tidak semua BMT dalam menyalurkan dananya
menggunakan lima model diatas.' Di BMT “MADE” Demak misalnya,
hanya menyalurkan dananya déiam bentuk:

(1). Musyarokah; (2). Murabahah, (3). Ba'l bitsaman ‘Ajil, dan
(4). Qordul hasan.

Untuk dapat memperoléh pembiayaan diatas harus memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut :

a. Beragama Islam;

b. Mengisi blangko permohonan;

c. Foto copy KTP/SIM,;

d. Foto copy Kartu Keluarga;

e. Surat keterangan dari Desa /Kelurahan;
f. Bersedia di survai; dan

g. Jaminan.

Sementara itu, sampai saat.ini di Jawa Tengah telah berdiri 262
BMT yang menjadi anggota jaringﬁn dan supervisi PINBUK, yang

nampak dalam tabel berikut ini :



Tabel : 1
Jumlah BMT di Jawa Tengah
No.: Kabupaten/Kota Jml
1 . | Boyolali 9
2 Karanganyar 9
3 Klaten 12
4 Sragen 8
5 Sukoharjo B 12
6 Surakarta 6
7 Kota Semarang 7
8 Grobogan 9
9 Rembang 10
10 Demak 7
11 Salatiga 4
12 Kendal 6
13 Kabupaten Semarang 1]
14 Pati 5
15 Blora 7
16 Kudus 4
17 Jepara 8
18 Wonosobo 14
19 Purworejo . 4
20 Kebumen 6
21 Temanggung 12
22 Kab/Kota Magelang 7
23 Cilacap 7
24 Banyumas 6
25 Purbalingga 10
26 Banjamegara 10
27 Brebes 12
28 Kab. Tegal 7
29 Kota Tegal 8
30 Pemalang 11
31 Kab. Pekalongan 11
32 . | Kota Pekalongan 2
33 . | Batang 1
Jumlah 262

Sumber ; PINBUK Jawa Tengah tahun 2003
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Dari tabel diatas nampak bahwa BMT hampir ada di setiap

daerah; tingkat II di Jawa Tengah, hanya ada satu daerah tingkat 1I yang

belum terdapat BMT yaitu kabupaten 'Wonogiri.
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Namun, data yang ada pada PINBUK Jawa tengah ini berbeda
dengan data yang tercatat pada PINBUK Pusat pada tahun 2001 yang
mencatat bahwa jumlah BMT di Jawa Tengah mencapai 513 dan 447

BMT yang melaporkan kegiatznnya sebagaimana nampak dalam tabel:

Tabel : 2
Jamlah BMT Per-Propinsi
 Daerah Terdaftar | Melaporkan Kegiatan

Aceh 76 50
Sumatera Utara 156 80
Riau 65 51
Suamtera Barat 60 48
Jambi 12 9
Sumatera Selatan 65 - 32
Bengkulu 20 13
Lampung 42 8
DKI 165 15
Jawa Barat 637 433
Jawa Tengah 513 447
D.I Yogyakarta 65 42
Jawa Timur 600 . 519
Bali 15 ' 0
NTB 93 41
NTT 8 5
Kalimantan Barat 15 11
Kalimantan Tengah 10 : 6
Kalimantan Timur 24 14
Kalimantan Selatan 17 9
Sulawesi Utara 62 36
Sulawesi Tengah 11 ) 7
Sulawesi Selatan 244 110
Sulawesi Tenggara 23 ‘ 12
Maluku 21 13
Irian Jaya 18 5
JUMLAH 2038 1828

Sumber: Pinbuk Pusat tahun 2001
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Dari data diatas keberadaan BMT terpusat di propinsi yang
berada di pulau Jawa, dengan jumlah BMT per propinsinya muiai dari
165 sampai 637 buah, Propinsi Jawa Barat adalah propinsi yang
mempunyai jumlah BMT terbanyak disusul Jawa Timur dan Jawa
Tengah.

' Namun, terlepas dari p;arbedaan jumlah BMT di Jawa Tengah
tersebut, keberadaannya dapat berkembang dengan baik, yang dibuktikan
dengan besarnya aset yang dimiliki oleh BMT. BMT “Binamal”
Purbalingga misalnya, saat ini asetnya mencapai Rp. 281.000.000-,
padahal baru berdiri pada tahun 2001.* Bahkan BMT “Binamal”
Rembang asetnya mencapai Rp. 15,6 Milyar. Sedangkan pembiayaan
yang diberikan kepada pa;‘a nasabah.aya mulai dari Rp. 15.000 sampai
Rp. 50.000.000-,.*7
2.2, Pelayanan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Disamping  menjalankan  fungsinya sebagai  lembaga
penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat, BMT juga berfungsi
sebagai lembaga pelayanan zakat, infaq dan shadaqah. Zakat berasal dari
kata “zaka” yang artinya berkah, tumbuh, dan bersih dan baik *®

Sedangkan menurut syari'ah zakat adalah sebagian dari harta orang kaya

6 Wawancara dengan Manajer BMT “Binamal” Purbalingga Pada Tanggal 10
Desember 2003 -.

" Wawancara dengan Manajer BMT “Binamal” Rembang Pada Tanggal 8 Desember
2003

® Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, terj. Salman Harun dkk, Litera Antar Nusa, Bogor,
1991, him.34 _
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yang telah ditentukan kadarr.ya \bleh agama pada sebagian jenis harta dan
telah ditentukan nishab-nya pada sebagian jenis harta yang lain,*

Infaq berarti mendermakan atau memberikan rizqi atau
menafkankan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan
karena Allsh semata. Seéara.ringkas infaq adalah pengeluaran derma
setiap kali seorang muslim menerima rizki dari Allah éejumlah yang
kehendaki dan direlakannya:50 Bedanya dengan zakat adalah ia tidak
ditentukan  jenisnya, jumlahnya dan kadarnya, serta waktu
penyerahannya.  Sebagian ulama’ berpendapat bahwa hukum
mengeluarkannya adalah wajib sebagaimana zakat.

Sementara itu shadaqah adalah keseluruhan amal kebajikan
yang dilakukan setiap pribadi muslim untuk menciptakan kesejahteraan
sesama umat manusia, termasuk untuk kelestarian lingkungan hidup dan
alam semesta ciptaan illahi guna memperoleh Aidayah dan rfd!o Allah
SWT.”!

Penggalangan dana ZIS diperoleh melalui panggalangan secara
langsung dari masyarakat dan dengan mengadakan kerjasama antara
BMT dengan lembaga Badan Amil Zakat, Infaq dan Shada(jah (BAZIS).
Tetapi dalam rangka penghimpunan dana ZIS masih menemui berbagai

kendala *%;

" Hasbi Ash-Shiddiqy, Beberapa Permasalahan Zakat, Tinta Mas, Jakarta, 1976, him.9

* Chalid Fadlullah, Mengenal Hukum ZIS (Zakat, Infag, dan Shadagal) dan
Pengamalannya di DKI Jakarta, Badan Amil Zakat Infaq dan Sedekah, Jakarta, 1993, hlm. 5

*1 Ibid,, hlm.7 '

> Wawancara dengan Agus Mujahid, Pengelola BMT Binama Semarang tanggal 8
Desember 2003 '
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a. BMT adalah lembaga baru yang keberadannya masih terus

- dipertanyakan , schingga setiap program kerja yang disel :nggaraknnya

ditengah masyarakat termasuk penerimaan dana zakat tidak dapé.t-mudah
untuk diterima.

b. Sebagian besar pengelola BMT belum memahami dengan
baik filosofi zakat berikut hikmah pen-syari’at-annya, landasan
hukumnya, jenis dan takarannva serta bagaimana menjel askannya secara
lugas kepada masyarakat.

C. Adanya anggapan inasyarakat bahwa zakat adalah urusan
hamba dengan Tuhannya, sehingge. pembayarannyapun tidak | dapat
diintervensi oleh lembaga manapun tzrmasuk lembaga BMT .

d. adanya pemahaman dari sebagian pengelola untuk terlebih
dahulu “memberdayakan diri -pengelola” sehingga enggan untuk
rnelakukan misi sosial BMT . -

B. PEMBAHASAN
. B.L. Eksistensi Baitul Maal wat Tamwil
Dilihat dari fungsinya BMT merupakan lembaga intermediasi
keuangan antara pemilik dana tsurplus unit) dan peminjam (defisit unit).
BMT beroperasi berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang pada
intinya menerapkan bahwa dana pada d-ésamya merupakan salah satu_' alat
produksi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan kesejahteraan
orang per-orang. Mengingat jumlahnya yang cukup besar (ambil contoh, di

Jawa Tengah saja tercatat kurang lebih saat ini ada 262 BMT binaan
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PINBUK), sebenarnya BMT mempunyai cakupan daerah yang luas dan
peranannya strategis tefhadap usaha kecil dan mikro. Disadari bahwa
keterbatasan perbankan dalam melayani usaha mikro dan usaha klucil
membuahkan peluang yang besﬁr bagi BMT untuk melayani pangsa pasar
usaha mikro yang jumlahnya demikian besar.

Dalam situasi krisis ekonomi sekarang ini, dimana usaha kecil ;ian
informal bertambah banyak, peluang BMT untuk berperan semakin besar dan
semakin dibutuhkan. Untuk itu dengar. semakin luasnya anggota masyarakat
yang memanfaatkan jasa BMT, maka dibutuhkan profesionalisme yang tinggi
dalam operasionalnya sehingga‘ antara BMT dengan masyarakat
penggunanya dapat melangs;ungkan hubungan yang saling meuguntungkan
dan hubungan jangka panjang yang positif.

Tuntutan profesionalisme tersebut mengharuskan BMT sebagai
kelompok swadaya masyarakat beker-ja dengan prinsip-prinsip; pertama, dari,
oleh danl untuk anggota; kedua; keanggotaan berdasarkan kesadaran dan
bersifat terbuka; ketiga, bergerak dalam bidang tabungan dan kredit diantara
anggota; keempat, menyelenggéirakan pertemuan secara teratur; kelima,
menyelenggarakan pendidikan anggota terus menerus, dan; keenam,
manajemen/pengelolaan BMT bersiiat terbuka. Pertumbuhan jumlah BMT
yang pesat dalam beberapa tahun térakhir sangatlah mengesankan. Namun,
upaya menumbuhkembangkan BMT.di tingkat akar rumput sampai meluas
dan berdampak besar pada fnasyarakat tidaklah mudah. Ada faktor yang

harus diperhatikan, yaitu, kepercayaan terhadap keberadaan BMT merupakan

7T -FUSTAK-URDIP)

B et ST IR e e e . sp e
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aset yang harus dijaga, dipelihara, dan dipertahankan. Jangan‘sampai
masyarakat dikecewakan karena keszlahan atau ketidak kompetenan yang
menimbulkan kerugian, Deng:ﬁn tumbub dan berkembangnya BMT di seluruh
pelosok tanah air makin diperlukan bentuk kelembagaan BMT secara formal,
Dengan demikian, BMT dapat berkembang bukan hanya dengan lebih pesat
tetapi juga dengan memberikan rasa aman bagi anggota maupun pengguna
jasa BMT.

Selanjutnya untuk daﬁat menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh
dan handal, BMT di tingkat akar rumput dapat dikembangkan melalui
integrasi horizontal maupun vertikal. Integrasi horizontal dijamin melalui
kerjasama kemitraan antar BMT dan antara _BMT dengan lembaga ekonomi
rakyat lainya. Sedangkan integrasi vertikal dilakukan melalui pembentukan
lembaga sekunder BMT. Adanya lenibaga sekunder memudakkan kerjasama
dengan lembaga keuangan lain seperti 3ank Muamalat Indonesia {(BMI).
Dengan demikian akan terjalin suatu jaringan usaha yang luas dan kukuh
secara nasional.

Membangun ekonomi rakyat adalah pekerjaan besar yang harus
melibatkan seluruh bangsa Indomesia. Baik pemerintah, dunia usaha dan
masyarakat termasuk lembaga-lembaga yang tumbuh dan mengakar di
masyarakat antara lain BMI. Masyarakat merupakan pelaku utama
pembangunan dan pemerintah -berkewajiban untuk meng;lfahakan,

membimbing, serta menciptakan suvasana yang menunjang. Kegiatan
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masyarakat dan pemerintah diharapkan saling mendukung, saling mengisi
dan melengkapi dalam kesatuan langkah yang sinergis.
B.2. Bentuk Badan Hukum BMT

Dewasa ini meskipun belum‘ bersertifikasi, BMT sebagai kelompok
swadaya masyarakat sudah beroperasi. Sebagai sebuah ]embaga yang
melayani simpanan dan pinjaman, segi formalitas hukum BMT memiliki dua
alternatif badan hukum. Keputusan atas bentuk badan hukum merupakan
keputusan para pengurus dan anggotanya secara demokratis melalui forum
rapat anggota. Dalam bentuk lembaga perbankan, BMT akan tunduk pada
ketentuan UU perbankan ‘No. 7 Tahun 1992 beserta ketentuan
pelaksanaannya seperti PP No. 71 Tahun 1992 tentang BPR serta PP No. 72
Tahun 1992 yang mengatur mengenai Bank dengan prinsip bagi hasil (UU
No. 7 Tahun 1992 tentang Pérbankan tersebut telah diganti dengan UU No.
10 Tahun 1998).

Sementara itu dalam bentuk koperasi simpan pinjam dengan pola
syari'ah (bagi hasil), BMT akan tunduk pada UU No. 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian dan PP No. 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha
simpan pinjam oleh koperasi. Sesuai ketentuan dalam PP tersebut, BMT
berbentuk koperasi simpan pinjam (KSP) atau unit simpan pinjam (USP)
merupakan lembaga/unit usaha otonom yang hanya menangani kegiatan
simpan pinjam. Namun, jika bentuk usahanya adalah koperasi sela_in KSP,
misalnya koperasi serba usaha (KSU) atau koperasi urﬁt Desa (KUD), maka

BMT dapat melaksanakan kegiatan usaha lainnya selain simpan pinjam
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dengan membentuk unit usaha khusus. Misalnya unit usaha produksi atau
pemasaran yang dikelola secara terpisah (otonom) dari USP yang ada.
Kegiatan usaha simpan "pinjum hanya dilaksanakan oleh koperasi
simpan pinjam atau unit simpan pinjam. Kegiatan usaha simpan pinjam dan
unit usaha simpan pinjam adalah : |
(D Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan
koperasi dari anggota dan calon anggota, koperasi lain dan
atau anggotanya,
(2) Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya,
koperasi lain'dén: atan anggotanya.
Petunjuk pelaksanaan pend‘rian Koperasi Simpan Pinjam dan Unit
Simpan Pinjam diatur dalam Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan
Pengusaha Kecil antara lain mengenaj persyaratan besarnya modal tetap Unit
Simpan Pinjam dan Koperasi' Simpan Pinjam. Dalam konsep keputusan
tersebut besarnya modal Koperasi Simpan Pinjam sekurang-kurangnya
Rp15.000.000,- seedangkan untuk Unit Simpan Pinjam Rp8.000.000,- .
Pada pasal 5 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 mengatur prinsip
koperasi : |
Pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Sifat
kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung .makna bahwa
menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. - Sifat
kesukarelaan juga mengandung mak'na bahwa . sescorang angota dapat

mengundurkan diri dari koperasinya sesuai denpgan syarat yang ditentukan
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dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti
bahwa keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam
bentuk apapun.

Kedua, pengelolaan ‘ dilakukan secara demokratis. Prinsip
demokratis menunjukkan bahwa - pengelolaan koperasi dilakukan atas
kehendak dan kepuasan para anggotu.‘ Para anggota itulah yang memeg‘ang

\ :
dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding
dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Pembagian sisa hasil
usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang
dimiliki éeseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa
usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan vang demikian ini nierupakan

perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.

Keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

“Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan

anggota dan bukan sekedar cari keuntungan. Oleh kareﬁa_ itu, halas jasa
terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas dan tidak
didasarkan semata-mata atas besarnya inodal yang diberikan. Yanf';r dimaksud
dengan terbatas adalah wajar dalafn arti tidak melebihi suku bunga yang
berlaku dipasar.

Kelima, kemandirian. Kemandirian mengandung pengertian dapat
berdiri sendiri, tanpa bergantung kepada pihak lain yang dilandasi oleh
kepercayaan kepada perimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri.

3
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Dalam  kemandirian terkandung pula pengertian  kebebasan yang
bertanggungjawab, otonom, swadaya, berani mempertanggungjawabkan
perbuatan sendiri dan kehendak untuk..mengelola diri sendiri.

Tujuan mendirikan koperasi ialah memajukan  kesejahteraan
anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut
membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan
masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar1945. Sedangkan fungsinya antara lain memperkokoh
perckonomian rakyat sebagai daser kekuatan dan ketahanan perekonomian
nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

Keberadaan BMT dengan tadan hukum koperasi tidak dapat
memenuhi semua unsur diatas, dari sisi kcanggotaan BMT tidak mempunyai
sifat terbuka, meskipun keanggotaar;nya terbuka tetapi pada saat memberikan
pinjaman di beberapa BMT yang ada mensyaratkan bahwa orang yang
meminjam dana ke BMT harus orang vang beragama Islam, Demikian
halnya dengan prinsip koperasi yang kedua; dalam BMT tidak dikenal istilah
sisa hasil usaha, yang ada adalah bahwa keuntungan dari pembiayaan yang
disalurkan BMT kepada para nasabah sebagian besar dinikmati oleh BMT
yang dibuktikan dengan proséntasi vang berbeda dari bagi hasil yang
diberikan. |

Lahirnya BMT juge didukung oleh adanya kebijakan -Bank
Indonesia untuk pengembangan usaha kecil. Dalam pelaksanaannya hal ini

bersandar pada empat strategi dasar :

1
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(1)Penetapan batas minimum pemberian Kredit Usaha Kecil
(KUK);

(2)Melaksanakan i(redit program;

(3)Mengembangkan kelembagaan, dan

(4)Pemberian bantuan teknis (technical assistance).

Pertama, penetapan KUK Penetapan batas minimum pemberian
kredit usaha kecil sebesar 22,5% - 25% darj ckspansi kredit bagi semua bank
dimaksud agar semua bank menyadari pentingnya sektor usaha kecil dan
memberikan pelayanan yang layak kepada sektor tersebut.

Kedua, pemberian bantuan teknis (technical assisiance). Bank
Indonesia sejak tahun 1978 menye&iakan bantuan teknis bagi pengembangan
usaha kecil. Tﬁjuan pemberian bar;man teknis ini, antara lain agar : (1) usaha
kecil dapat berkembang lebih baik dan bankable, (2) UPUK (Unit
Pengembangan Usaha Kecii) yang didalamnya termasuk LPSM, koperasi,
dinas/instansi pemerintah lebih mmpu memberikan pendampingan kepada
usaha kecil dalam skala (kuantitas) yang lebih {uas dan kualitas yaung lebih
baik. Bantuan teknis yang diberikan Bank Indonesia dalam bentuk proyek,
yakni Proyek Pengembangan Usaha Kecil (PPUK), Proyek Pengembangan
Hubungan Bank dengan KSM (PHRK), dan Proyek Kredit Mikro (PKM),

Dalam pengembangan BMT, Bank Indonesia (BI) sejak tahun 1995
telah bekerjasama dengan Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kacil (YINBUK)

dalam bentuk kerjasama teknispengembangan BMT. Melalm PHBK, Bl

| dapat memberikan bantuan teknis kepada BMT antara lain dengan .
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Melakukan survey identifikasi terh adap BMT;

Memberikan * pelatihan-pelatihan  kepada BMT  dalam
meningkatkan kemampuannys mengelola keuangan;
Menyelenggarakan pelatihan bagi pelatih dan pendamping
BMT, baik dari Bank maupun Lembaga Pengembangan
Swadaya Masyarakat (LPSM);

Menyelenggarakan  pelatiban baéi fasilitator hubungan
keuangan Bank, khususnya Bank Syari ah;

Memberikan bantuan kompensasi bagi kegiatan pembinaan

BMT yang dilaksanakan oleh LPSM;

f)

g)

h)

Menyelenggarakan kegiatan studi banding bagi LPSM dan
Bank;

Memberikan konsultasi kepada Bank (LPSM dan BMT) untuk
pengembangan usahanya;

Memberikan kegiatan-kegiatan lokakarya, seminar, dan

sebagainya.‘ Yang terkait dengan usaha pengembangan BMT.

Ketiga, pelaksanaan kredit program. Bank Indonesia memberikan

program kepada sektor-sektor tertentu untuk mendukung

perkembangannya. Di masa lalu, pelaksanaan kredit program ini terbatas

pada upaya mempertahankan swasembada pangan dan pengembangan

koperasi. Namun sekarang ini, cakupan pémberian kredit likuidasi Bank

Indonesia lebih disempurnakan dan diperluas ke sektor-sektor lainnya seperti

penguatan terhadap BPR.
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BMT dapat memanfaatkan berbagai skim untuk pendanaannya,
baik untuk kepentingan pengembangan BMT maupun untuk anggotanya.
Kredit program tersebut antara lain :

(1) Pembiayaan Kredit Modal Kerja bagi BPRS;

(2) Kredit Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA) — bagi

hasil;

(3) Proyek Kredit Mikro (FKM), dan

(4) Kredit Usaha Tani (KUT).

Untuk memanfaatkan berbagai skim kredit ini, BMT dapat
bekerjasama dengan BPRS, Bank Umum Syari’ah (di Indonesia hanya ada
Bank Muamalat Indonesia), dan Bank-Bank umum penyelenggara KUT.
Dengan adanya kredit program ini diharapkan BMT dapat lebih berkembang
lagi di masa mendatang. |

Keempat, pengembangan " kelembagaun (institutional building).
Pengembangan kelembagaan bertujuan untuk mengembangkan lembaga-
lembaga keuangan, khususnya agar mampu menjadi lembaga intermediasi
keuangan yang efektif, terpercaya, dan profesional. BMT sebagai lembaga
intermediasi keuangan yang saat ini sebagian bersifat informal harus
memiliki rencana kerja jangka panjang untuk menjadi lembaga yang diakui
keberadaaﬁnya ditengah masyarakat. Untuk itu, BMT harus memiliki ‘arah

untuk menjadi lembaga formal i 'rpasa‘ mendatang. Lembaga formal

dimaksud dapat dalam bentuk : (1) Koperasi simpan pinjam murni yang
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mengacu pada UU. No. 25 tahun 1992, atau (2) Bank Syari’ah yang
berpedoman pada UU. No. 7 tahun 199250, UU. No.10 tahun 199&.

Perubahan bentuk BM’i’ dari informal ke bentuk formal ini
dilaksanakan apabila terdapat kondisi-kondisi yang telah memungkirkan
yang diukur dengan acuan antara lain:

a) Apabila aset yang dikelola oleh BMT telah cukup besar;

b) Nasabah yang dilayani BMT, baik penyimpanan maupun

pinjaman telah cukup besar,
¢) Modal yang dikelola BMT cukup besar dan;
d) Jangkauan layanan EMT telah meluas, baik dari segi
| nasabah, usaha yang dilavani, maupun daerah operasi.

Bentuk formal dari BMT sangat perlu bagi BMT karena alasan-
alasan sebagai berikut:

a) Perkembangan BMT lebih lanjut;

b) Perlindungan hukum, baik untuk BMT maupun magyarakat
yang memanfaatké.n jasa BMT;

¢) Pembinaan bagi BMT.

Adanya lembaga formal akan memudahkan pembinaan bagi BMT
dan kemudahannya untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas lainnya yang
disediakan pemerintah.

Bagi BMT yang masih bersifat informal perlu terus meningkatkan

kemampuannya sehingga dapat menjadi lembaga intermediasi yang efektif
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dan solid. Beberapa tolok ukur yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan
pengembangan BMT ini antara lain -
(1)Tabungan dan kredit dalam kelompok terus meningkat dan
berjalan lancar;
(2)Usaha produktif anggota terus berkembang;
(3)Mampu memenuhi kebutuilan pinjaman anggota;
(4)Mampu mengelola pinjaman diluar (termasuk dari Bank) dengan
baik;
(5)Pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis;
(6)Mampu membiayai tenaga purna waktu yang dibutuhkan secara
layak;
(7)Anggota terus meningkat; .‘
(8)Sarana kerja pelayanan semakin lengkap;
(9)Kegiatan BMT semakin dikenal dan diterima masyarakat luas;
dan
(10) Tanggung renteng tercipta dengan baik.
Ijengan melihat hal-hal diatas nyata bahwa pada pelaksanaanya
BMT lebih merupakan lembaga keuangan bank yang bersifat mikro,
sehingga semestinya BMT diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang
mengatur masalah keuangan. Bukan sebagaimana keberadaannya sekarang
yang bentuk hukumnya belum jelas menggunakan bentuk hukum koperasi

atau sebagat lembaga keuangan yaug tvnduk pada 'undang-undang

- perbankkan.
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Ketidakjelasan bentuk hukum BMT ini, akan menjads masalah bagi

para pengelola mengingat dalam Pasal 46 UU. No. 7 tahun 1992 dinyatakan :

(1). Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito,
tabungan cdan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dzngan
itu tanpa ijin usaha dari Menteri scbagaimana dimaksud
dalam pasal 16 dan pasal 17, diancam dengan pidana penjara
paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp. 10.000.000.000-, (sepuluh Miliar rupiah).

(2). Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
dilakukan oleh badan hukum berbentuk perseroan terbatas,
perserikatan, yayasan, atau koperasi, maka penuntutan
terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap
mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu
atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu
atau terhadap kedua-duanya.

Dengan melihat keberadaan pasal diatas jelas bahwa kegiatan
pengerahan dana masyarakat di luar bentuk bank sebagaimana ditetapkan
UU. No. 7 tahun 1992 jo. UU. No. 10 tagur 1998 dilarang. Tidak adanya
aturan hukum di bidang perbankkan yang mengikat dan membingkai seluruh
ketentuan yang berhubungan dengan usaha lembaga mikro keuangan
syari’ah sebagaimana telah berlaku atas lembaga perbankkan syari’ah pada’
umumnya sebagaimana Bank Umum Syari’ah atau Bank Perkreditan Rakyat
Syari'ah merupakan salah satu faktor doininan penyebab munculnya banyak
penyimpangan menajemen usaha BMT, termasuk dalam kaitannya dengan
penerapan prinsip-prinsip syari'ah..

Apapun alasannya, BMT merupakan lcmbaga perbankkan yang

mengelola dana pihak ketiga (masyarakat), karenanya tidak terdapat satupun

alasan yang layak dikemukakan bagi: lembaga ini untuk mengabaikan
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ketentuan yang tertuang dalam UU. No.- 7 tahun 1992 jo. UU. No. 10 tahun
1998 tentang Perbankkan.Akan tetapi masalahnya adalah dalam undang- |
indang tersebut tidak ditemukan ketentvan spesifik - yang mengatur
keberadaan lembaga mjkro keua;tg,an syari’ah ditengah‘ tata hukum
perbankan Indonesia, disamping juga tidak ditemukan pasal yang Ineﬁunjuk
instansi yang berwenang untuk - mengatur dalam peraturan perunciang—
undangan tersendiri. |
B.3. Permasalahan Operasionalisasi Baitul Maal wat Tamwil

B.2.1. Penghimpunan Dana Wadi’ah ad Dhomanah

Aqad Wadi'ah, yang dari segi kebahasan berarti “titipan”, termasuk
kategori agad “tabarru”, yakﬁi agad yang bersifat kebajikan karena
mengandung unsur tolong menolong antar sesama manusia dalam lingkungam
sosialnya. |

Prinsip dasar Wadi'ah adalah seorang penitip barang wajib
membayar seluruh biaya yang dikeluarkan pthak yang dititipi tersebut,
disamping imbalan jasa dalam jumlah yang pantas sesuai kadar kepatutan
atau ber;dasarkan kesepakatan di muka antara kedua pihak pada waktu
perjanjian wadi'ah dibuat. Demikian juga dalam menjalankan dana wadi ‘ah,
pada prinsipnya BMT boleh memungut biaya administrasi kepada nasaba;.‘flx, _
karena ini menjadi hak BMT dan menjadi kewajiban nasabah untuk

memenuhinya sebagai imbalan jasa dalam memelihara keamanan harta

(dana) nasabah.
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Dalam menyal‘urkan- dana wadi’ah ini, atas seizin penitip (nasabah)
BMT dapat mengelolanya untuk tujuan komersial, sehingga bila kemudian
diperoleh keuntungan BMT dapat memberikan hibbak (bonus) yang bes;lmya
tidak boleh ditetapkan secara pasti di muka dengan kalkulasi angka-angka
rupiah atau persentase atas nilai quok dana wadi’'ah tersebut. Demikian
sebaliknya bila memperoleh kerugian, BMT akan menanggung resiko
kerugian tersebut. Namun dalam. prakteknya para pengelola merasa kesulitan
ketika harus menjalankan dengan usemestinya prinsip-prinsip wadi'ah
menurut ajaran syari'ah, sehingga bonus wadi'ah tersebut besarnya
ditentukan dimuka atas dasar hitungan persentase angka-angka rupiah serta
dengan membandingkan bes;dran bunga tabungan yang diberihan bank
konvensional.
B.2.2. Penghimpunan dan Penyaluran Dana Mudharabah

Mudharabah  adalah salah satu agad kerjasama kemitraan
berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi (profit and loss sharing
principle), dilakukan sekurang-kurargnya oleh dua pihak, dimana yang
pertama memiliki dan menyediakan medal yang disebut shahib al-mal atau
rabb  al-mal, sedang vyang kedua memiliki kebhlian (54ill) dan
bertanggungjawab atas pengelolaan dana/manajemen usaha (proyek) halal
tertentu yang disebut mudharib.

Prinsip Mudharabah dalam Islam didasarkan pada firman Allah
SWT. dalam Al-Qur’an surat Al Muzammil ayat 20 dan A/-Bagarah ayat 198

sebagai berikut :
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“Dan sebahagian dari mereka (lerdapat orang-orang yang) berjalan di
muka bumi, mencari sebahagian dart karunia Allah... ”

[y

Tidaklah dosa bagi kamu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Maka
apabila kamu berangkat dari Arafah (selesai wuquf), maka herzikirlah
kamu kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan ingatlah  Allah
sebagaimana Dia telah menunjuki kamu meskipun kamu sebelum itu
sungguh termasuk orang yang sesat.”.

Dalam suatu Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasuluflah

SAW. bersabda :

“Tiga perkara di dalamnya terdapa! keberkatan, yaitu menjual dengan

pembayaran secara kredit, Mugaradhah (nama lain dari Mudhcrabah),
dan mencampurkan gandum dengoen (epung uwnluk keperluan rumah
tangga dan bukan untuk dijual”.

Dasar perjajian mudharabah adalah kepercayaan murni, sehingga
dalam kerangka pengelolaan dana oleh: mudharib, shahibul al-mal tidak
diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak
melakukan pengawasan (cowntrolling) untuk menghindari pemanfaat dana di
luar rencana yang disepakati, seﬁa sebagzi antisipasi terjadinya kecerobohan
dan atau kecurangan.yang' dapat ditakukan mudharib. Apabila di lapangan
ditemukan bukti valid telah terjadil penyimpangan dan atau kecurangan oleh
salah satu pihak, maka prinsip pembagian untung dan rugi secara hukum
dinyatakan gugur. Dalam keadaan demikian, bila tetjadi kerugian shahib al-

mal tidak dibebani tanggungjawab atas kerugian itu, dan sebaliknya, secara

hukum kerugian itu menjadi beban hutang mudharib. Bahkan shahib al-mal

' Hapat melakukan upaya hukum bilamana mudharib menolak menanggung

sendiri kerugian yang timbul akibat kecer(;bogan perbuatannya.

[}
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Dalam kerangka penghimpunan dana mudharabah, yang bertindak
sebagai shahib al-mal adalah nasabah sedangkan mudharib adalah BMT.
BMT dhpat menawarkan produk penghimpunan dana mudharabah ini kepada
masyarakat dengan menunjukkan cara-cara penentuan dan penghitungan
porsi bagi hasilnya, dan tidak diperkenankan menjanjikan' pemberian
keuntungan tetap perbulan dalam jumlah tertentu dengan sistem persentase
sebagaimana lazim berlaku dalam tatanan perbankan konvesional, atau dalam
jumlah tertentu atas dasar kalkulasi angka-angka rupiah. Hal demikian tidak
lain karena Al-Qur’an yang menjadi sumber rujukan pertama dalam
penetapan hukum-hukum syari‘ah yang menjelaskan dengan tegas bahwa
tidak ada seorangpun manusia di muka bumi yang dapat mengetahui apa
yang akan diusahakannya esék hari, Eahkan ia tidak akan pernah tahu apakah
dirinya rﬁasih berkesempatan menikmati kehidupan selanjutnya atau tidak.
Manusia hanya berusaha, namun Tuhan jualah yang menentukan hasilnya.
Atas dasar ifu, penentuan di muka ‘keuntungan pasti’ dalam bentuk dan cara-
cara seperti apapun, sebelum usaha nasabah dijalankan, merupakan bagian
dari perbuatan mendahului kehendak Tuhan, dan ini bertentangan dengan
ajaran agama. Ini sesungguhnya yang ingin di jauhi lembaga keuangaﬁ Islarn'
termasuk BMT.

Namun demikian dalam &prakteknya di lapangan, sebagian
penéelola BMT masih menggunakan cara-cara konvensional dalam
" memasarkan produknya. Mereka menghimpun tabungan dan deposito

mudharabah dengan menjanjikan pemberian keuntungan tetap yang
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diselaraskan dengan besaran persentase bunga pasaran bank konvensional
saat itu, setiap bulan kepada nasabah, baik dinﬁnta atau tidak, selama jangka
waktu tertentu, misalnya t.iga bulan, enam bulanl, dan sebagainya. Dengan
alasan bahwa cara seperti ini dianggap lebih sederhana dan efektif pada saat
sebagian besar masyarakat kita belum memahami dengan baik teknik-teknik
finansial yang dikembangkan BMT. h

Adapun dalam kerangka penyaluran dana mudharabah, BMT
bertindak sebagai shahib al-mal dan nasabah sebagai mudharib. BMT
memberikan kepercayaan- penuh kepada nasabah untuk memanfaatkan
fasilitas pembiayaan berbagai hasil ini sebagai modal mengelola proyek atau
usaha halal tertentu yang dianggap feasible dan tidak boleh meminta jaminan
kepada nasabah dalam bentuk apapun. Landasan mudharabah adalah murm
“kepercayaan” dari shahib al-mal dan tidak dapat dikategorikan sebagai
piutang BMT pada nasabah. Jika hal itu dilakukan, berarti perjanjian
mudharabah vyang ditandangani kedua pihak cacat secara hukum, karena
yang demikian mengandung pengertian adanya pembebanan resiko kerugian

pada salah satu pihak saja yaitu nasabah selaku mudharib. Dengan demikian

© BMT dituntut harus ekstra hati-hati dan selektif terhadap pembiayaan yang

diajukan nasabah, lebih dari yang sewajamnya dilakukan. Hal ini penting
dikemukakan karena sedikit saja kesalahan dilakukan, akibatnya fatal bagi
BMT mengingat mudharabah selalu terkait dengan prinsip berbagi untung

dan rugi. Bila usaha yang dijalankan nasabah merugi, resiko finansial
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‘sepenuhnya menjadi tanggungjawab BMT, selain bila dapat dibuktikan
kerugian itu akibat kecerobohan dan atau kecurangan nasabah.

Meskipun demikian,guna meminimalkan resiko kerugian yang bisa
timbul, BMT dapat memberikan batasan-batasan tertentu mengenai jenis
usaha, alokasi dana, waktu dan tempat dimulainya usaha, dan sebagainya,
sepanjang tidak menyalahi prinstp dasar perjanjian mudharabah itu sendiri.”

Suatu kesalahan akan kembali terjadi ketika BMT berani
mengeluarkan produk mudharabah namun salah dalam penerépan. Kesalahan
itu biasanya terjadi dalam bentuk tidak terpenuhinya syarat dan rukun
mudharabah. Fakta di lapangan rﬁenjelaskan, beberapa BMT menerapkan
ketentuan, nasabah  penerima  fasilitas pembiayaan  diwajibkan
mengembalikan pokok beserta bagi hasilnya secara berangsur setiap bulan.
Bahkan jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran, satu bulan,
dua bulan, dan seterusnya, kepadanya dikenai sanksi pembayaran denda
sebesar angsuran bagi hasil bulan-bulan itu. Ini yang menjadi'sebab sehingga
nasabali menghadapi kesulitan besar dalam mengembangkan usahanya.
Tronisnya, kendati dalam aqad disebut porsi bagi hasil yang dapat diperoleh
kedua pihak bila usaha nasabah mendapat untung, dalam prakteknya BMT

meminta keuntungan itu dalam hitungan angka-angka rupiah yang bersifat

tetap.

3 mudharabah seperti ini lazim dikenal dengan istilah ‘mudharabah mugayyadheh’,

yaitu mudharabah yang dibatasi dengan syarat-syarat tertentu atas dasar kesepakatan kedua pihak.
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B.2.3. Penyaluran Dana murabahah

Murabahah adalah salah satu produk penyaluran dana yang cukup
digemari BMT karena karakternya yang profitable, mudah dalam penerapan;
serta dengan risk-factor yang ringan untuk diperhithgkan. Dalam pénerapan, -
BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang
dibutuhkan nasabah. Mula-mula BMT membeli barang sebagaimana
dimaksud oleh pihak ketiga dengan harga tertentu, secara langsung atau
melalui wakil yang ditunjuk, untuk selanjutnya barang tersebut dijual kepada
nasabah dengan harga tertentu setelah ditambah keuntungan (mark-up) yang
disepakati bersama. Besarnya keuntungan yang diambil BMT atas transaksi
murabahah tersebut bersifat “constant”, dalam pengertian tidak berkembang
dan tidak pula berkurang, serta tidak terkait apalagi terikat oleh fluktuasi nilat
tukar rupiah terhadap dolar. Keadaan ini berlangsung hingga akhir pelunasan
hutang oleh nasabah kepada BMT.

Bila penamhshan nilai - hotang  (berikut mark-upnya) dalam
perjaniian murabahah tidak mungkin terjadi, pengurangan bisa saja
dilakukan pila itu semata-mata karena kebijakan interﬁz_ﬂ BMT sendiri,

seperti misalnya ketika nasabab mampn membayar Junas butangnya lel?ih

" cepat dari waktn vang felah dijadwalkan Pengurangan beban pembaysran

hutang nasabah kepada BMT dalam kasns tersebut tidak dapat diidentikkan
dengan kebijakan haircut oleh bank dalam penyelesaian  kredit
“bermasalah”,  serta  tidak  dapat  pula dikatakan  sebagai

fenomena "herubabiyg horen” atan hahwa harga barang yang dilnal BMT
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kepada nasabah berubah lebih murah dari harga semula-pada waktu aqad
murabahah ditandangani, karena perubahan seperti ini memang tidak
dibenarkan dalam ajaran syari’ah, tetapi lebih merupakan bagian dari
kompensasi (rukhshah) yang diberikan BMT kepada nasabah berprestasi.
Kebijakan seperti ini lazim diwujudkan dalam betuk pemberian hibbah atau
bonus.

Adapun mengenai pembayaran harga c;leh nasabah dapat dilakukan
secara penuh setelah jatuh tempo, dan dapat pulé diangsur setiap periode
tertentu selama jangka waktu yang disepakati. Murabahah yang
pembayarapnya oleh nasabah dilakukan secara berangsur lazim dikenal
dengan istilah bai’ bitsaman ajil (BBA) atau murabahah mu ‘ajjal.

Dalam prakteknya, BBA berhasil menempati hampir 80% peta
penyaluran dana BMT. Namun dari keseluruhan produk BBA yang
disalurkan, dalam praktek tidak semuanya benar sesuai prinsip-prinsip
syari’ah. Ada beberapa diantaranya yang dalam penerapan tidak memenuhi
ketentuan yang mutlak adanya menurut syari’ah, seperti obyek barang yang
berstatus tidak jelas atau bahkan tidak ada sama sekali. Fakta dilapangan
sering menunjukkan hal yang démikian. Bahkan munéul kecenderungan di
beberapa BMT yang sengaja menerapkan aqad BBA semata-mata untuk
mensiasati perolehan keuntungan atas pembiayaan yang disalurkannya
kepada nasabah, kendati sebenarnya menurut syari ‘ah, terhadap pembigyaan

tersebut tidak dapat diterapkan agad BBA.
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B.2.4. Penyalufan Dana Musyarakah

Secara prinsip produk BMT musyarakah dan mudharabah tidak
banyak berbeda, karena keduanya merupakan bagian dari kemitraan antara
dua pihak atau lebih unfuk mengelola sesuatu -usaha halal tertentu dengan
pembagian keuntungan sesuai porsi (nisbah) yang disepakati bersama di awal
perjanjian.

Dalam aqad mudharabah, shahib al-mal menyediakan seluruh dana
yang dibututhkan mudharib untuk kegiatan mengelola usaha halal tertentu
atas dasar kepercayaaﬁ murni (frust financing), dan mudharib dengan
keahliannya bertanggun_gjawab atas pengelolaan dana untuk keperluan
membiayai usaha halal tertentu. Dalam prosés manajemen shahib al-mal
tidak diperkenankan melakukan intervensi dalarﬁ bentuk apapun selain hak
melakukan pengawasan guna mengantisipasi terjadinya penyelewengan dan
atau  kecerobohan-kecerobohan  oleh  mudharib  sehingga  dapat
mengakibatkan kerugian materiil. Bagi hasil akan diberikan setelah proyek
atau usaha yang dijalankan mudi'l:arib berakhir bérdasarkan porsi yang harus
disepakati di muka. Sedangkan c‘ialam aqad musyarakah, kedua pihak ikut
andil dalam penyertaan modal (equity participation), dan masing-masing
dapat pula terjun langsung secara bersama-sama dalam proses manajemen.
Bila usaha yang dija]ankaﬁ bersama mendapat untung, keuntungan akan
dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang ditentukan di muka atas dasar
kesepakatan kedua pihak, secara proporsional, biasanya bergantung pada

besar kecilnya modal yang disertakan dan atau frekwensi keikutsertaan
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dirinya dalam proses manajemen. Namun bila usahanya merugi, kedua pihak
secara bersama-sama menanggung kerugian itu karena musyarakah
menganut azas “profit and loss sharing contract”.

Penghimpunan dana musyarakah di BMT sebenarnya tidak lazim,
kecuali dalam bentuk penyertaan modal usaha oleh seseorang pada BMT atau
oleh BMT satu pada BMT lainnya,' atau lembaga tertentu yang
mempercayakan modalnya untuk dikelola secara syari’ah di BMT. Dalam
praktiknya, pihak ketiga yang menyertakan modalnya biasanya memberikan
syarat agar dana yang disertakannnya di BMT tidak merugi, dan bahkan tidak
jarang mereka meminta keuntungan pasti dalam jumiah tertentu setiap bulan
kepada BMT sebelum dana tersebut benar-benar dikelola. Selain itu juga
sering dijumpai pengelola BMT yang sengaja menawarkan produk
penyertaan modal kepada pihak lain yang diwujudkan dalam bentuk,
semacam, saham penyertaan, dengan iming-iming bagi hasil (keuntungan)
tetap perbulan dalam jumlah yang besar, melebihi besaran bunga deposito
pada bank-bank konvensional saat itu. Di sinilah deviasi itu muncul karena
salah satu pihak tidak bersedia menanggung beban kerugian bila usaha yang
dijalankan pihak lain diluar dugaan merugi.

Demikian juga dalam pényaluran dana, BMT kesulitan menerapkan
produk musyarakah secara konsekuen, kendati sebenamya risk factor yang
menyertainya relatif lebih ringan dibanding produk mudharabah karena
nasabah telah menyediakan sebagian modalnya untuk keperiuan pcngelglaan

usaha. Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa beberapa BMT
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biasanya menerapkan produk musyarakah dengan cara menawarkan besarya
bagi hasil tetap perbulan kepada calon nasabah selama jangka waktu tertentu,
untuk selanjutnya bila tawaran itu disepakati, BMT akan merealisasikan agad
pembiayaan musyarakah kepada nasabah. Fakta lain juga menjelaskan bahwa
aplikasi produk musyarakah dilakukan dengan pengajuan syarat agar usaha
yang dikelola nasabah tidak merugi. Tetapi bila nasabah mengalami
kerugian, BMT hanya menuntut pengembalian pokok pembiayaan yang
diberikan.

Keadaan-keadaan seperti yang telah dijelaskan diatas disebabkan
karena prinsip-prinsip syari’ah yang menjadi frame of reference dalam
operasional BMT belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh 'sebagie_m
besar pengelola BMT sendiri. Ini merupakan sebab pertama lahirnya
banyak deviasi dalam praktik pengelolaan lembaga mikro keuangan syari’ah
yang sering mengandung kritik.

Kedua, sampai sekarang BMT masih.kesulitan mencari figur yang
tepat untuk menempatkan posisi Dewan Pengawas Syari’ah karena beberapa
alasan di bawah ini :

2. Sebagian besar ulama kita masih bercorak tradisional-
konserfatif, sulit menerima perubahan, seta tidak memiliki
wawasan yang memadai di bidang perbankan. Disamping itu,
mereka begitu kukuh memegangi pendiriannya dalam
memahami ijtihad dengan pengertian yang sempit.
Akibatnya, ketika muncul persoalan aktual mengenai
peristiwa hukum yang tidak didapati ketentuannya secara
jelas dalam Al-Qur’an dan Hadits, serta tidak didapatkan
keterangannya melalui kitab-kitab fikih karya Fugaha zaman
klasik, mereka tidak cukup mental untuk berani melakukan

ijtihad terhadap peristiwa hukum tersebut, sehingga sebagian
umat islam kehilangan pegangan dan lari mengikuti sistem
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sekuler yeng bertentangan dengan prinsip-prinsip syari’ah.
Inilah salah satu penyebab berkembangnya opini diluar Islam
yang menganggap hukum agama ini tidak mampu menjawab
persoalan zaman yang begitu kompleks. Ini pula yang
menjadi sebab sehingga terasa begitu sulit menemukan figur
ulama yang tepat untuk menempati posisi Dewan Pengawas
Syari’ah BMT.

3.  Sistem perbankan syari’ch yang dianut BMT dan seJak awal
dijadikan referensi dalam proses pengelolaan lembaga sampai
sekarang belum banyak dipelajari masyarakat. Demikian juga
ulama kita yang sebagian besar produk pendidikan
tradisional dengan model ‘pesantren salafiyyah’ sepertinya
tidak cukup tertarik untuk mendalaminya. Sementara pada
sisi lain, dalam jumlah yang memadai kita belum juga
memiliki ‘Guru Besar’ yang siap mengajarkan disiplin Ilmu
Ekonomi Islam kepada masyarakat melalui media formal,
sehingga proses kaderisasi dan transformasi ilmu
pengetahuan berjalan lamban.

4. BMT dan umumnya lembaga keuangan syari’ah belum
banyak dikenal masyarakt Islam sendiri, termasuk oleh para
ulama yang sebenarnya sangat diharapkan dukungannya. Ini
disebabkan karena para pengurus dan pengelola sebagian
besar BMT belum maksimal dalam melakukan sosialisasi
lembaga, atau sebagian dari mereka justru mengabaikannya
dengan berbagai alasan.”

Ketiga, masyarakat Indonesia telah lama mengenal perbankan
konvensional yang beroiaerasi dengan sistem bunga, sehingga upaya'
pengenalan sistem perbankan syari‘ah beserta prosedur-prosedurnya
dibutuhkan proses panjang yang melelahkan serta melalui tahapan-tahapan
yang akan memakan waktu cukup lama dengan biaya yang tidak sedikit.

Keempat, implementasi prinsip-prinsip syari’ah dalam operasional
BMT sampai sekarang masih diﬁadapkan pada berbagai kendala teknis,

seperti konsep-konsep pengerahan dan penyaluran dana yang perlu

54 Makhalul Iimi SM, Op. Cit., Wim.49-50
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disempurnakan, persiapan sumber daya insani yang behim maksimal, serta
dukungan masyarakat Islam sendiri masih setengah hati.
Kelima, masih banyak pengelola BMT yang orientasi kerjanya
lebih diarahkan unutk mendapatkan keuntungan semata (profif-oriented)
dengan mengabaikan misi sosial lembaga yang sebenarnya sama-sama
penting uniuk diperhatikan, sebagaimana target yang ingin dicapai para
penggagas terbentuknya lembaga ini. Keadaan ini sering mgndorong mereka
terlalu berani melakukan apa saja yang dianggap perlu semata-mata untuk
memenuhi tujuan komersial yang diharapkan, dengan mengesampingkan
aspek akhlaqul karimah (komitmen moral) yang menjadi bagian integral dari
petjuangan menuju teéaknya nilai-nilai ekonomi bérlandaskan syari’ah.
Seiring dengan itu, beberapa pengelola BMT terbukti tidak memiliki iktikad
yang baik dalam memperjuangkan implementasi prinsip-prinsip syari‘ah
dalam wadah BMT dengan mengemukakan bebefapa alasan sebagai berikut :
1. prinsip-prinsip syari’ah masih relatif sulit diterapkan secara
konsekuen dalam operasional BMT, sementara pada saat yang
sama nasabah membutuhkan pelayanan sederhana, cepat dan
memuaskan. |

2. secara umum nasabah belum memahami dengan baik sistem
perbankan bebas bunga (interest free banking sistemj yang
dianut BMT, sementara fnereka sendiri tidak cukup tertarik

mempelajarinja karena yang demikian dianggap kurang
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bermanfaat, bertele-tele, serta tidak otomatis akan berpengaruh
secara positif terhadap perkembangan usaha yang digeluti.

Keenam, sebagai salah satu lembaga keuangan yang mengelola

- dana masyarakat, kedudukan BMT ditengah tata hukum perbankan nasional

masih sangat lemah. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan
dalam pasal-pasalya belum mengatur hal-hal yang berhubungan dengan
usaha lembaga mikro keuangan syari’ah, syarat pendirian, perizinan, ben’ruk
hukum kepemilikan, serta hal-hal lain yang terkait dengan itu. Demikian juga
ketentuan-ketentuan Bank Indonesia yang menagatur operasional dan tata
kerja perbankan nasional (Bank Umum dan BPR), tidak satupun butir yang
eksplisit mengatur operasional dan tata kerja lembaga ﬁiho keuangan
syari’ah. Kalaupun terdapat beberapa buku atau modul yang spesifik
mengatur masalah itu, seperti yang te‘lah bemiangkali dikeluarkan oleh Pusat
Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), misalnya, keberadaannya sangat
lemah karena tidak mengikat untuk dipedomani. Ia bisa saja dijadikan
ryjukan namun tidak ada kewajiban bagi BMT sebagai salah satu lembaga
mikro keuangan syari’ah untuk mengikutinya. Di satu sisi keadaan ini
merupakan kemudahan bagi umat Islam untuk mendirikan sebanyak mungkin
BMT, namun pada sisi lain justru dapat berpéluang menjadi bom waktu bagi
keberadaan BMT itu sendiri.

Dalam rangka untuk mengembangkan BMT pada-‘masa yang akan
datang dan sebagai solusi bégi permasalahan BMT pada saat sekarang, maka

perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

GFT-TUS K- UDIP
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1. perlu diselenggarakan pendidikan dan pelatihan  yang
berhubungan dengan masalah kegiatan BMT, manajemen keuangan syari’ah
dan penerapan kaedah-kacdah Hukum Islam;

2. perlu diadakan sosialisasi tentang keberadaan BMT ditengah
masyarakat, terutama di daerah-daerah Islam dengan disertai penjelasan yang
benar mengenai BMT; |

3. perlu juga dilakukan diskusi yang mendalam antara para ulama’
dan pengurus BMT berkaitan dengan produk-produk penghimpunan dan
penyaluran dana yang dilakukan oleh BMT dilihat dari sisi syari’ah-nya;

4. dan yang terpenting dalam rangka mengantisipasi terjadinya
penyimpangan dalam usaha BMT dari sisi pengelolaan dana maupun
penerapan prinsip-prinsip syari ‘ah dalam transaksi pengelolaan dana terse‘;)ut
dan keberadaan BMT dimuka hukum untuk mendapatkan legitimasi secara
jelas, keberadaan undhng—undang perbankkan perlu diadakan reevaluasi
dengan memasukkan ketentuan-ketentuan baru yang secara eksplisit
mengatur hal-hal yang berhubungan dengan usaha keuangan syari’ah mikro,
seperti syarat pendirian, perizinan, bentuk hukum dan kepemilikan, cara dan
proses dalam menjalankan kegiatan dan sebagainya, atau menciptakan
peraturan tersendiri yang mengatur keberadaan BMT secara khusus atau
lembaga keuangan syari ‘ah mikro secara wmum.

. Sedangkan dalam rangka untuk mengembangkan pelayanan ZIS
yang sampai saat ini masih diterhui berbagai kendala sebagaimana

dikemukakan pada sub bab hasil penelitian dapat diatasi dengan :
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1. menegaskan kembali misi sosial BMT sebagai lembaga mikro
keuangan syari'ah yang siap menjadi penghubung antara kelompok yang
memeiliki kelebihan harta dengan kelompok yang kekurangan harta atau
antara pembayar zakat dengan mustahiq zakat, sebagai penampung dan
penyalur dana ZIS.

2. ditempatkan seseorang yang ahli yang memahami dengan baik
ZIS baik dari sisi hukumnya, maupun pendayagunaannya atau kalau perlu
mengangkat seorang manajer yang mengurusi baitul maal di BMT.

3. dilakukan pendekatan secara rutin kepada masyarakat dan
menjelaskan kepadanya perihal penghimpunana dana ZIS oleh BMT dan
mekanisme penyaluranﬁya. |

4. bagi pengelola BMT agar jangan terlalu profit oriented dalam
bekerja, karena yang demikian dpat mengaburkaﬁ misi sosial yang
diembannya serta potensial melahirkan sikap-sikap yang cenderung

menghalalkan segala cara.



BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana’ telah dikemukakan dalam bab-bab
sebelumya, maka sebagai penutup dari penulisan tesis ini dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut :

1. Eksistensi Baitul Maal wat Tamwil (BMT) belum tercermin dalam
peraturan perundang—undangén. Selama ini keberadaan BMT masih berbentuk

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dengan mendapat ijin operasional

dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Dan Usaha Kecil) atau bahkan jika

modalnya sudah mencukupi dapat berubah menjadi koperasi syari'ah.
Seharusnya sebagai sebuah lembaga yang melakukan kegiatan yang mirip
dengan lembaga keuangan bank, BMT harus tunduk pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku bagi lembaga keuangan bank.

2. Permasalahan yang menghambat operasionalisasi BMT secara garis
besar adalah karena belum dipahaminya konsep-konsep ekonomi Islam

sebagaimana mestinya, sehingga dalam operasionalisasi BMT sering

-ditemukan praktek-praktek vang instrn hertentangan prinsip ekonomi Islam ity

sendiri. Disamping itu, faktor vang Iain adalah belum adanya peraturan yang
secara khusus mengatur fentang keberadaan BMT. Hal ini menimbulkan

keraguan bagi sebagian orang unfuk menitipkan vangnya di BMT. Oleh

Xkarena itn, dasar hukum keberadaan BMT  mendesak umtuk segera
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diwujudkan. Agar masyarakat merasa aman bahwa dana yang dititipkannya di
BMT betul-betul dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang ada.
B. Saran |
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan dalam
penulisan tesis ini, maka dapat disarankan :

- 1. Agar pemerintah segera membuat peraturan perundang-undangan
yang mengatur BMT, schingga keberadaannya sah menurut peraturan
perundang-undangan.

2. perlu segera diadakan pendidikan dan pelatihan yang berhubungan
dengan pengelolaan BMT yang baik, yang sesuai dengan prinsip ekonomi
Islam, sehingga keberadaan BMT sesuai dengan tujuan kelahirannya yaitu

untuk menghindari riba.
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